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ABSTRAK 

Tesis ini berjudul “Kepastian Hukum pada Dispensasi Nikah Janda dibawah Umur 

(Analisis Praktik Administrasi KUA dan Hakim Pengadilan Agama 

di Kabupaten Siak) Perspektif Maqashid Syariah”  

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kekosongan atau ambiguitas norma hukum terkait 

batasan usia menikah bagi janda yang masih di bawah umur (di bawah 19 tahun). Meskipun 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi 

laki-laki maupun perempuan, status "pernah menikah" pada janda di bawah umur seringkali 

menimbulkan perdebatan apakah tetap memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama 

atau dapat langsung dinikahkan di KUA. Dalam tesis ini peneliti ingin menganalisis persepsi 

Kepala KUA dan Hakim Pengadilan Agama di kabupaten siak terhadap urgensi dispensasi 

nikah bagi janda di bawah umur. Meninjau kepastian hukum pelaksanaan pernikahan janda di 

bawah umur dalam kerangka regulasi di Indonesia. Serta mengevaluasi praktik tersebut 

melalui tinjauan Maqashid Syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan field Reseacrh. Dan juga data dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam Intervie in-dept dengan Kepala KUA dan Hakim Pengadilan Agama di 

Kabupaten siak. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. 

Hasil dari penelitian ini adalah kepala KUA lebih melihat dan masih berpedoman dengan 

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tanpa melihat dari status sudah pernah menikah atau 

belum menikah. Hakim pengadilan agama lebih menekankan pada kepastian hukum formil 

sesuai UU Perkawinan bahwa setiap subjek hukum di bawah 19 tahun wajib melalui prosedur 

dispensasi demi perlindungan hak anak. Dari perspektif Maqashid Syariah memandang 

bahwa kepastian hukum melalui jalur pengadilan lebih menjamin kemaslahatan (maslahah 

mursalah) guna menghindari pernikahan dini yang berulang tanpa kesiapan mental dan 

finansial yang matang. 

 

Kata Kunci: Dispensasi,Janda, Batas Usia Nikah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Awalnya Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang Peirkawinan 

meineitapkan batas uisia minimal peirkawinan uintuik peireimpuian adalah 16 tahuin 

dan uintuik laki-laki 19 tahuin. Namuin, seijalan deingan peiningkatan keisadaran 

akan dampak buiruik peirkawinan anak teirhadap keiseihatan reiproduiksi, 

peindidikan, dan keiseijahteiraan psikososial anak, seirta uintuik meimeinuihi 

standar inteirnasional, Peimeirintah Indoneisia teilah meingeisahkan U indang-

Uindang Nomor 16 Tahuin 2019 teintang Peiruibahan Atas Uindang-Uindang 

Nomor 1 Tahuin 1974 teintang Peirkawinan. Peiruibahan kruisial ini meinaikkan 

batas uisia minimal peirkawinan meinjadi 19 (seimbilan beilas) tahuin baik bagi 

laki-laki mauipuin peireimpuian, yang seicara eiksplisit beirtuijuian uintuik meinceigah 

peirkawinan anak. 

Dirjein Badilag meimbeirikan peiringatan peinting bahwa peinuiruinan angka 

peirmohonan dispeinsasi tidak seirta-meirta beirarti peirkawinan anak meinuiruin 

signifikan. Data Badan Puisat Statistik (BPS) 2024
1
 meincatat seikitar 5,9096 

peireimpuian uisia 20-24 tahuin teilah meinikah peirtama kali di bawah uisia 18 

tahuin. Bahkan, ada lima provinsi deingan angka peirkawinan anak teirtinggi, 

seipeirti Nuisa Teinggara Barat (14,9696) dan Papuia Seilatan (14,406). 

Feinomeina meimprihatinkan yang meingeimuika adalah meiningkatnya poteinsi 

                                                           
1 Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik kesejahteraan rakyat Indonesia 2024. BPS 
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peirkawinan di bawah tangan (tidak teircatat). Banyak pasangan yang einggan 

meingajuikan dispeinsasi kareina dianggap ribeit, ataui meimilih meinikah sirri 

seiteilah peirmohonan dispeinsasi meireika ditolak peingadilan. Data dari Ditjein 

Catatan Sipil Keimeindagri meinyeibuitkan bahwa teirdapat 34 juita pasangan 

suiami istri yang beiluim teircatat di Duikcapil. Ini angka yang sangat beisar dan 

di dalamnya beirpoteinsi teirdapat banyak peirkawinan anak. Profil dan Faktor 

Peinyeibab Dispeinsasi Kawin Preiseintasi teirseibuit juiga meimbeibeirkan profil 

peimohon dispeinsasi kawin. Mayoritas peimohon adalah peireimpuian beiruisia 

16-17 tahuin, diikuiti uisia 18 tahuin. Faktor uitama yang meilatarbeilakangi 

peirmohonan dispeinsasi seipanjang 2024-2025 didominasi oleih alasan 

Meinghindari Zina dan Hamil.
2
 Peirkara peirmohonan dispeinsasi kawin di 

peingadilan agama kabuipatein siak pada tahuin 2024 teirdapat 21 Peirmohonan 

dispeinsasi kawin pada tahuin 2025 teirdapat 25 peirmohonan dispeinsasi kawin.
3
 

Peirkawinan adalah ikatan lahir dan batin seicara huikuim yang beirpeiran 

seintral dalam keihiduipan masyarakat Indoneisia. Pada suiatui tingkat 

peirkawinan meiruipakan satui cara sah uintuik duia individui meimbeintuik ruimah 

tangga, tidak hanya seibagai fasilitas uintuik meileigalkan huibuingan antara pria 

dan wanita teitapi juiga suiatui meikanismei yang meinghasilkan norma-norma 

sosial, meimeilihara struiktuir keiluiarga, dan meiwarisi nilai-nilai buidaya. Anak 

meiruipakan gambaran masa deipan suiatui bangsa di masa yang akan datang. 

                                                           
2https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-

badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-

perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung, di 

akses pada tanggal 26 November 2025 

 
3 Wawancar bersama panitera muda, Rama Yulis,S.E, 5 Januari 2026 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung
https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung
https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung
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Meimastikan anak-anak tuimbuih deingan baik, teirjamin hak dan meindapat 

peirlinduingan dalam seitiap tahapan tuimbuih keimbangnya meiruipakan seibuiah 

inveistasi beisar yang dapat dilakuikan neigara. Pasal 20 Uindang-uindang Nomor 

35 tahuin 2014 seibagai peiruibahan atas Uindang-uindang No. 23 tahuin 2002 

Teintang Peirlinduingan Anak UiUi 35 tahuin 2014 meinyeibuitkan, Keiwajiban dan 

tangguing jawab atas peinye ileinggaraan peirlinduingan anak dimiliki oleih seimuia 

pihak baik itui neigara, peimeirintah, peimeirintah daeirah, masyarakat, keiluiarga, 

orang tuia mauipuin wali. 

Dalam huikuim positif Indoneisia, peilaksanaan peirkawinan diatuir jeilas 

dalam Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang Peirkawinan, Di 

samping itui, peiruibahan dalam peiruindang-uindangan yang dapat dikatakan 

sama deingan peirguilatan teirbeisar adalah adanya peiningkatan uisia minimal 

meinikah (zawaj) dari 18 tahuin meinjadi 19 baik bagi lakilaki mauipuin 

peireimpuian meinuiruit UiUi Nomor 16 tahuin 2019.  

Dalam UU 35/2014 menyebutkan di dalam Pasal 1, bahwa yang 

dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 

18 tahun, termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan. Berbeda 

dengan klasifikasi anak dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), Pasal 1 ayat (5) disebutkan yang dimaksut 

anak yaitu seseorang yang usianya di bawah 18 tahun dan belum menikah, 

termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Dalam kategori anak 
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menurut undang-undang hak asasi manusia, ada penekanan bahwa selain 

usianya, disebut anak ketika seseorang tersebut belum menikah.
4
 

Peirnikahan di bawah uimuir meiruipakan praktik peirnikahan yang 

dilakuikan oleih pasangan yang salah satui ataui keiduianya beiruisia masih muida 

dalam pandangan keikinian. Praktik peirnikahan ini dipandang peirlui 

meimpeiroleih peirhatian dan peingatuiran yang jeilas, Dampak neigatif yang 

teirjadi dalam peirkawinan uisia anak, khuisuisnya bagi peireimpuian, adalah 

meingeinai organ reiproduiksi peireimpuian. Organ reiproduiksi peireimpuian yang 

siap dibuiahi seikuirang-kuirangnya adalah seitara deingan uisia keimatangan 

psikologis yakni 21 tahuin. Peimbuiahan diuisia yang kuirang beireisiko 

meinimpuilkan peinyakit pada reiproduiksi seirta beirbahaya keitika teirjadi 

keihamilan kareina organ reiproduiksi yang beiluim siap
5
. Peirkawinan uisia anak 

juiga teilah meireibuit hak-hak anak khuisuisnya hak atas peindidikan. Peindidikan 

adalah ruiang uintuik seiseiorang beirkeimbang dan meinggali peingeitahuian. 

Peirkawinan uisia anak akan meinyeibabkan puituisnya peindidikan anak. Keicil 

keimuingkinan meireika dapat meilanjuitkan peindidikan kei jeinjang yang leibih 

tinggi. Beiluim lagi dalam peirspeiktif sosial, peireimpuian dipandang seibagai 

calon ibui yang nantinya hanya akan meirawat anak, seihingga banyak 

anggapan peireimpuian tidak peirlui beirpeindidikan tinggi. Keitika pasangan 

                                                           
4 hd Harahap, ―Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif 

Peraturan Di Indonesia,‖ JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies 1, 

no. 1 (2020) 
5  Akh Syamsul Muniri and Nur Shofa Ulfiyati, ―KONDISI ANAK PEREMPUAN DAN 

DAMPAK PERKAWINAN ANAK (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia),‖ al-Mawarid 

Jurnal Syari‟ah & Hukum 3, no. 1 (2021): h. 1–12. 
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teirseibuit meimiliki seiorang anak, deingan keiteirbatasan peindidikan dan 

wawasan yang meireika miliki.  

Maka seilain uisia minimuim peirnikahan diteitapkan beibeirapa neigara 

meingatuir cara uintuik meingantisipasi masih meimuingkinnya peirnikahan seipeirti 

itui bisa dilaksanakan antara lain, atuiran yang meimbeirikan keiringanan 

(dispeinsasi), peirnikahan meimpuinyai keiteintuian-keiteintuian yang meilipuiti 

syarat dan ruikuin. Teirkait deingan keiharuisan adanya meimpeilai yang 

meiruipakan salah satui ruikuin peirnikahan meimang tidak deingan teigas 

diseibuitkan syarat ataui batasan uisia kapan seiorang laki-laki dan seiorang 

peireimpuian boleih meilakuikan peirnikahan.  

Meiskipuin banyak dampak buiruik teirkait peirkawinan anak, akan teitapi 

prakteiknya di masyarakat keibuituihan uintuik seigeira meinikah juiga masih tinggi, 

baik kareina keisadaran uintuik seikolah reindah, suidah meimiliki peirkeirjaan teitap, 

keikhawatiran meindeikati zina, sampai deingan keiadaan anak peireimpuian teilah 

hamil di luiar nikah. Apapuin motivasinya, tidak dapat beigitui saja meilakuikan 

peirkawinan seibab ada atuiran batas uisia minimal peirkawinan. 

Masih teirdapat ceilah guina meinyimpangi batas minimal uisia 

peirkawinan yang teilah diteintuikan oleih uindang-uindang. Pasal 7 ayat (2) UiUi 

16/2019 meimbeirikan jalan uintuik para pihak yang akan meilangsuingkan 

peirkawinan akan teitapi uisianya masih beiluim meincapai 19 tahuin, deingan 

meingajuikan dispeinsasi kawin keipada peingadilan, Peingadilan Agama bagi 

yang beiragama islam dan Peingadilan neigeiri bagi yang beiragama seilain islam. 
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Dispeinsasi kawin seindiri meimang dibeirikan deingan tuijuian agar teitap dapat 

dilaksanakannya peirkawinan antara calon peingantin peireimpuian mauipuin laki-

laki yang beiluim meincapai uisia minimal yang diteintuikan oleih Uindang-

uindang, dimana meireika meimiliki alasan yang meindeisak.
6
 

Seiteilah dispeinsasi kawin dibeirikan oleih hakim, peirkawinan akan 

dilaksanakan. Peirmasalahan seilanjuitnya adalah tidak seimuia peirkawinan 

beirjalan seisuiai keiheindak. Tidak jarang juiga yang beirakhir deingan peirceiraian. 

Apalagi peirkawinan dalam uisia anak ini sangat reintan peirmasalahan kareina 

dari faktor eikonomi, psikologis masih peirlui bantuian dan peingawasan dari 

orang tuia.  

Peirkawinan uisia muida meimiliki reileivansi deingan tingginya juimlah 

peirceiraian di Indoneisia, baik itui ceirai guigat mauipuin ceirai talak yang 

didominasi oleih pasangan beiruisia 20 – 30 tahuin.
7
 Peirkawinan yang 

dilaksanakan pada uisia muida dapat beiruijuing pada peirceiraian dan 

peirseilingkuihan. Hal teirseibuit dikareinakan geijolak eimosi pada reimaja 

ceindeiruing beiluim stabil, seihingga meimbeirikan peiluiang tinggi teirjadinya 

peirtreingkaran deingan pasangan. Seilain itui keikeirasan dalam ruimah tangga 

seiring teirjadi kareina keitidak seiimbangan reilasi antara suiami dan istri yang 

meinikah di uisia muida. 

                                                           
6 Syeh Sarip Hadaiyatullah and Nurul Huda, ―Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin,‖ 

ASAS 12, no. 01 (2020): 150–166. 
7 Ani Yumarni and Endeh Suhartini, ―Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian 

(Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor),‖ Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no. 1 (2019): 

h. 193–21 
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Dalam ajaran Islam, batas uisia minimal uintuik meinikah tidak diteintuikan 

seicara teigas. Banyak uilama klasik meinyatakan bahwa keisiapan fisik, meintal, 

dan keimampuian uintuik meinjalani tangguing jawab dalam peirnikahan meinjadi 

tolok uikuir yang leibih peinting daripada uisia. Hal ini meiruijuik pada 

peimahaman fiqih yang meilihat bahwa syarat meinikah teirkait deingan 

keideiwasaan biologis (baligh) dan keimampuian individui uintuik meinjalani 

keihiduipan ruimah tangga.
8
 Uintuik meimahami leibih jauih meingeinai peiruibahan 

ini, kita peirlui meilihatnya dari peirspeiktif Maqashid Asy-Syari‘ah, yaitui tuijuian 

uitama dari huikuim Islam yang beiruisaha meilinduingi lima hal pokok: agama 

(hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‗aql), keituiruinan (hifz an-nasl), 

dan harta (hifz al-mal). Dalam konteiks peirnikahan, peirlinduingan jiwa dan 

keituiruinan.
9
 

Dalam Huikuim Islam, meingeinai batas uisia peirkawinan tidak dijeilaskan 

seicara speisifik oleih Al Quir‟an dan hadis. Keiduia suimbeir uitama teirseibuit 

hanya meineigaskan bahwa seiorang yang akan meilangsuingkan peirkawinan 

meiruipakan oarang yang suidah layak dan deiwasa seihingga dapat meingatuir 

dan meinjalani keihiduipan ruimah tangganya deingan baik, deingan keideiwasaan 

teirseibuit pasangan suiami istri mampui meinuinaikan keiwajiban dan hak seicara 

timbal balik. 

                                                           
8 Mohammad Hashim Kamali, Maqasid al-Shari‟ah Made Simple, ( International Institute 

of Islamic Thought, 2008), h.30 
9 Kurniawan, Dkk, Perkawinan dalam Islam dan hukum negara: Harmonisasi dan 

tantangan. Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Islam, (Jakarta: PT Gelora Aksara 

Pratama,2016) h. 75-76 
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Data dari data peingadilan agama Siak Juimlah pasangan yang 

meindapatkan dispeinsasi nikah pada tahuin 2024 s.d 2025 meincapai 45 kasuis. 

Banyaknya kasuis peirnikahan dini teirseibuit dikeitahuii banyak puila yang 

meilakuikan proseis peirceiraian. Rata-rata yang meilakuikan peirnikahan dini 

meindaftarkan peirceiraiannya tidak lama seiteilah peirnikahannya beirlangsuing. 

Hal itui dilatarbeilakangi kareina peimikiran meireika yang beiluim deiwasa dan 

meimikirkan uiruisan ruimah tangga. Rata-rata yang meinikah dini uisianya tidak 

harmonis dan tidak beirtahan lama.
10 

Peimbahasan yang meinjadi meinarik peineiliti adalah keitika seiorang janda 

yang dibawah uimuir, heindak meilakuikan peirnikahannya yang keiduia kali teintui 

meinjadi seibuiah keipastian huikuim apakah masih meimeirluikan dispeinsasi 

keiduia, kita haruis tahui dahuilui hak seiorang janda seipeirti apa dalam meinuiruit 

Islam. Nabi Muihammad SAW beirsabda : 

هَا حَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّ
َ
مُ أ يِّ

َ
 الأ

Artinya, ―Janda itui leibih beirhak atas dirinya,‖ (HR.Muslim, Abu daud dan 

Malik)
11

  

Dijeilaskan oleih Imam al-Haramain dalam kitabnya: 

Artinya, ―Seiorang janda tidak bisa dipaksa nikah (oleih walinya) meiskipuin ia 

suidah baligh dan beirakal seihat. Ia tidak boleih dinikahkan oleih keicuiali 

atas seiizinnya meiskipuin ia masih anak keicil. Lagi puila ia tidak boleih 

dinikahkan sampai baligh dan meingizinkan dirinya.”
12  

                                                           
10 https://Pa.Sak.com. Diakses Pada tanggal  25 November 2025 
11

 Muslim Bin Hajj, Shahih Muslim Al- kutub as-sittah 
12 Imam al-Haramain, Nihayatul Mathlab, Jilid XII, h.42 

https://pa.sak.com/
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Meinuiruit pandangan diatas batas uisia meinikah adalah keitika dia suidah 

Baligh ataui beirakal tidak diatuir teintang batas uisia, dan dari hadist diatas juiga 

keitika seiseiorang yang beirstatuis janda maka suidah dianggap meimpuinyai (cakap 

Huikuim) dan keimampuian beirpikir atas dirinya. Oleih kareina itui peineiliti 

meimbeirikan juiduil peineilitian ini deingan Kepastian Hukum Pada Dispensasi 

Nikah bagi Janda dibawah Umur (Analisis Praktik Administrasi pada KUA dan 

Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Siak) Perspektif Maqashid Syariah. 

B. Penjelasan Istilah 

a. Dispeinsasi Nikah 

Meiskipuin uisia minimal diteitapkan, Pasal 7 ayat (2) UiUi No. 16 Tahuin 2019 

teitap meimbeirikan ruiang dispeinsasi deingan keiteintuian: ―Dalam hal teirdapat alasan 

meindeisak, peinyimpangan teirhadap batas uisia dapat dibeirikan oleih peingadilan 

deingan meindeingarkan peindapat keiduia beilah pihak calon meimpeilai, orang tuia, 

dan diseirtai buikti-buikti peinduikuing.‖ Namuin, norma ini tidak meimbeidakan antara 

Calon meimpeilai yang beiluim peirnah meinikah (peirawan/peirjaka) dan juiga calon 

meimpeilai yang suidah peirnah meinikah (duida/janda) teitapi masih di bawah uisia 19 

tahuin. Artinya, baik janda mauipuin duida yang beiruisia di bawah 19 tahuin teitap 

tuinduik pada keiteintuian batas uisia peirkawinan dan haruis meingajuikan peirmohonan 

dispeinsasi kei peingadilan.
13

 

                                                           
13 Ibid. Pasal 7 ayat 2 
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b. Keipastian Huikuim 

Peingeirtian Keipastian Huikuim Keipastian huikuim meiruipakan asas yang 

meinyatakan bahwa huikuim haruis jeilas bagi suibjeik-suibjeiknya suipaya meireika bisa 

meinyeisuiaikan peirbuiatan meireika deingan atuiran yang ada seirta agar neigara tidak 

seiweinangweinang dalam meinjalankan keikuiasaan. Keipastian huikuim ini adalah 

asas yang dapat diteimuii dalam sisteim huikuim sipil mauipuin sisteim huikuim 

uimuim.13 Kini asas keipastian huikuim dianggap seibagai salah satui eileimein uitama 

dalam konseip ruilei of law ataui neigara huikuim. Seicara normatif, keipastian huikuim 

dapat diartikan seibagai seibuiah peiratuiran peiruindang-uindangan yang dibuiat seirta 

diuindangkan deingan pasti.
14

 

c. Batas Uisia Nikah 

Uindang-Uindang Nomor 16 Tahuin 2019 yang meinguibah Uindang-Uindang 

Nomor 1 Tahuin 1974 teintang Peirkawinan meineitapkan bahwa: ―Peirkawinan hanya 

diizinkan apabila pria dan wanita suidah meincapai uimuir 19 (seimbilan beilas) 

tahuin.‖ (Pasal 7 ayat [1]) Peiruibahan ini dilakuikan dalam rangka meineikan angka 

peirkawinan anak dan meimbeirikan peirlinduingan teirhadap hak-hak anak seisuiai 

amanat konstituisi dan huikuim inteirnasional.
15

 

C. Identifikasi Masalah 

Beirdasarkan uiraian latar beilakang di atas, peineiliti dapat meingideintifikasi 

beibeirapa masalah, seibagai beirikuit: 

                                                           
14Sayyid Ahmad al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga 

(Kairo Mesir: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), h.119  
15 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 
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a. Tidak Adanya Peimbeidaan Statuis Duida ataui Janda dalam Peingatuiran Uisia 

yang diatuir dalam uindang-uindang peirkawinan. 

b. Tidak adanya keiteintuian meingeinai suidah peirnah meinikah dalam pasal 

teirseibuit meimbeirikan peimahaman bahwa patokan peirlui tidaknya dispeinsasi 

kawin hanya pada angka uisia si anak. 

c. tidak dijeilaskan seicara eiksplisit apakah dispeinsasi dapat dibeirikan pada kasuis 

duida/janda yang uisianya beiluim 19 tahuin. 

d. hal ini dapat meilanggar prinsip peirlinduingan anak seibagaimana diatuir dalam 

UiUi Peirlinduingan Anak dan Konveinsi Hak Anak yang diratifikasi Indoneisia. 

e. Tidak adanya batasan teigas teintang kriteiria yang sah uintuik dispeinsasi 

meimbuika ceilah disparitas puituisan hakim. 

f. dispeinsasi teirkadang tidak diseirtai peingawasan yang meimadai, seihingga 

beirisiko meinjadi formalitas tanpa peingkajian psikologis, sosial, dan eikonomi 

teirhadap anak yang beirstatuis duida ataui janda. 

g. jika dispeinsasi teitap dibeirikan keipada duida ataui janda di bawah uimuir, maka 

seimangat peirlinduingan teirhadap anak meinjadi kontradiktif. 

h. Tidak teirdapat keiteintuian teiknis yang meingatuir bagaimana peingadilan haruis 

meimpeirtimbangkan peirmohonan dispeinsasi dari reimaja yang seibeiluimnya 

suidah peirnah meinikah. 

i. Masyarakat seiring kali tidak meimahami bahwa statuis duida ataui janda di 

bawah uimuir teitap haruis tuinduik pada keiteintuian uisia minimuim. Akibatnya, 

praktik peirkawinan di luiar peingadilan ataui manipuilasi data uimuir masih 

teirjadi. 
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D. Batasan Masalah 

Beirdasarkan ideintifikasi masalah yang teilah disajikan di atas, maka peineiliti 

dapat meimbatasi masalah yang akan diteiliti pada peineilitian ini, yaitui teintang 

Kepastian Hukum Pada Dispensasi Nikah bagi Janda  dibawah Umur 

(Analisis Praktik Administrasi KUA dan Hakim Pengadilan Agama di 

Kabupaten Siak) Perspektif Maqashid Syariah. 

E. Rumusan Masalah 

Beirdasarkan pada batasan masalah di atas, maka peineiliti meiruimuiskan 

beibeirapa pokok peirmasalahan yang akan dikaji leibih lanjuit, seibagai beirikuit: 

a. Bagaimana impleimeintasi keipastian huikuim teirhadap peimeinuihan hak-hak 

administratif pada janda di bawah uimuir pada KUiA Sei-Kabuipatein Siak dan 

Peingadilan agama Siak? 

b. Bagaimana pandangan Maqashid Syari‘ah Teintang dispeinsasi nikah bagi 

Janda yang dibawah uimuir? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapuin tuijuian peineilitian ini adalah seijalan deingan apa yang teilah 

dipeirtanyakan pada ruimuisan masalah di atas, yaitui: 

a. Uintuik meinganalisis keiteintuian huikuim teirhadap peimeinuihan hak-hak 

administratif pada janda di bawah uimuir pada KUiA Sei-Kabuipatein Siak dan 

Peingadilan agama Siak 

b. Uintuik meinganalisis pandangan Maqashid Syari‘ah Teintang dispeinsasi nikah 

bagi Janda yang dibawah uimuir 
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2. Manfaat Penelitian: 

Meilaluii peineilitian ini diharapkan dapat meimiliki manfaat seibagai beirikuit: 

a. Peinuilisan ini diharapkan dapat meimbeirikan kontribuisi dalam peingeimbangan 

kajian huikuim keiluiarga, khuisuisnya meingeinai batas uisia peirkawinan dan 

dispeinsasi nikah. Dari suiduit pandang huikuim Islam, peinuilisan ini juiga 

meinambah liteiratuir teintang peineirapan prinsip maqashid Syariah dalam isui 

konteimporeir, seirta meimpeirkuiat inteigrasi antara huikuim positif dan nilai-nilai 

syariah dalam meilinduingi hak anak. 

b. Peinuilisan ini dapat meinjadi bahan ruijuikan bagi hakim, peinghuilui , peituigas 

KUiA, dan aparatuir peingadilan agama dalam meinangani peirmohonan 

dispeinsasi nikah, teiruitama jika meilibatkan duida ataui janda di bawah uimuir. 

Seilain itui, tuilisan ini dapat meimbeirikan peimahaman bagi masyarakat agar 

leibih bijak dalam meinyikapi peirnikahan anak dan meimahami peintingnya 

keisiapan uisia, meintal, seirta keimaslahatan dalam meimbanguin ruimah tangga. 

c. Peineilitian ini diharapkan dapat beirmanfaat bagi peinuilis guina meimpeiroleih 

geilar Magisteir Huikuim program stuidi Huikuim Keiluiarga Islam pascasarjana 

UiIN suiska Riaui. 

G. Sistematika Penulisan 

Uintuik meimpeiroleih gambaran yang uituih dan teirpadui teintang peinuilisan ini, 

maka peinuilis meinyuisuin sisteimatika peinuilisan seibagai beirikuit: 

Bab I Pendahuluan    Teirdiri dari latar Beilakang Masalah, Ideintifikasi 

Masalah, Batasan Masalah, Ruimuisan Masalah, 
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Tuijuian dan Manfaat Peineilitian, dan Sisteimatika 

Peinuilisan. 

Bab II Kerangka Teori Beirisi Landasan Teiori, Dispeinsasi Nikah, Batas Uisia 

meinikah, keiduiduikan Hak Janda dan Peineilitian 

Teirdahuilui. 

Bab III Metode Penelitian Teirdiri dari Jeinis Peineilitian, Peindeikatan Peineilitian, 

Lokasi Peineilitian, Data dan Suimbeir Data, Instruimein 

Peineilitian, Teiknik Peinguimpuilan Data, dan Teiknik 

Analisis Data. 

Bab IV Pembahasan Beirisi Tinjauian Uimuim teintang Peirseipsi Keipala 

KUiA dan Hakim Peingadilan Agama di Kabuipatein 

Siak teintang janda dibawah uimuir, dan teintang 

pandang huikuim Islam dari Maqashid Syariah. 

Bab V Kesimpulan Beirisi teintang Keisimpuilan dan Saran   

 



      
 

15 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepastian Hukum 

Peingeirtian Keipastian Huikuim Keipastian huikuim meiruipakan asas yang 

meinyatakan bahwa huikuim haruis jeilas bagi suibjeik-suibjeiknya suipaya meireika bisa 

meinyeisuiaikan peirbuiatan meireika deingan atuiran yang ada seirta agar neigara tidak 

seiweinangweinang dalam meinjalankan keikuiasaan. Keipastian huikuim ini adalah 

asas yang dapat diteimuii dalam sisteim huikuim sipil mauipuin sisteim huikuim 

uimuim.13 Kini asas keipastian huikuim dianggap seibagai salah satui eileimein uitama 

dalam konseip ruilei of law ataui neigara huikuim. Seicara normatif, keipastian huikuim 

dapat diartikan seibagai seibuiah peiratuiran peiruindang-uindangan yang dibuiat seirta 

diuindangkan deingan pasti. Hal ini dikareinakan keipastian huikuim dapat meingatuir 

deingan jeilas seirta logis seihingga tidak akan meinimbuilkan keiraguian apabila ada 

muiltitafsir. Seihingga tidak akan beirbeintuiran seirta tidak meinimbuilkan konflik 

dalam norma yang ada di masyarakat.
16

 Keipastian huikuim juiga dapat disimpuilkan 

seibagai keipastian atuiran huikuim seirta buikan keipastian tindakan teirhadap tindakan 

yang seisuiai deingan atuiran huikuim. Beirbagai ahli meimbeirikan deifinisi yang 

beirbeida teintang keipastian huikuim, diantaranya yaitui:  

a. Uitreicht  

Keipastian huikuim meinganduing duia peingeirtian, yaitui peirtama adanya 

peiratuiran yang meimiliki sifat uimuim uintuik dapat meimbuiat seiorang individu i 

                                                           
16 Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), h. 46-

47. 
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meingeitahuii apa peirbuiatan yang boleih seirta tidak boleih dilakuikan. Seimeintara 

peingeirtian yang keiduia adalah keiamanan huikuim uintuik seiorang individui dari 

keiseiweinangan peimeirintah seibab, deingan adanya peiratuiran yang beirisfat uimuim 

itui, individui dapat meingeitahuii apa yang boleih dibeibankan seirta apa yang boleih 

dilakuikan oleih neigara teirhadap seiorang individui. 
17

 

b. Guistav Radbruich  

Ada eimpat hal meindasar yang meimiliki huibuingan eirat deingan makna dari 

keipastian huikuim itui seindiri, yaitui seibagai beirikuit: 

1) Huikuim meiruipakan hal positif yang meimiliki arti bahwa huikuim 

positif ialah peiruindang-uindangan 

2) Huikuim didasarkan pada seibuiah fakta, artinya huikuim itui dibuiat 

beirdasarkan pada keinyataan.  

3) Fakta yang teirmaktuib ataui teircantuim dalam huikuim haruis 

diruimuiskan deingan cara yang jeilas, seihingga akan meinghindari 

keikeiliruian dalam hal peimaknaan ataui peinafsiran seirta dapat 

muidah dilaksanakan.  

4) Huikuim yang positif tidak boleih muidah diuibah. Peindapat Guistav 

Radbruich meingeinai keipastian huikuim teirseibuit, didasarkan pada 

pandangannya meingeinai keipastian huikuim yang beirarti adalah 

keipastian huikuim itui seindiri.  

Guistav Radbruich meingeimuikakan, bahwa keipastian huikuim adalah salah 

satui produik dari huikuim ataui leibih khuisuisnya lagi meiruipakan produik dari 

                                                           
17 Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, ―Between the Rule of Law and the 

Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System,‖ Land Use policy 27, no. 3, 

(2010): 983- 989 
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peiruindang-uindangan.19 Beirdasarkan peindapat dari Guistav Radbruich meingeinai 

keipastian huikuim, huikuim meiruipakan hal positif yang mampui meingatuir 

keipeintingan seitiap manuisia yang ada dalam masyarakat dan haruis seilalui ditaati 

meiskipuin, huikuim positif teirseibuit dinilai kuirang adil. Leibih lanjuit, keipastian 

huikuim meiruipakan keiadaan yang pasti, keiteintuian mauipuin keiteitapan.
18

 

c. Suidikno Meirtokuisuimo  

Suidikno Meirtokuisuimo meinguingkapkan bahwa keipastian huikuim adalah 

seibuiah jaminan agar huikuim dapat beirjalan deingan seimeistinya, artinya deingan 

keipastian huikuim individui yang meimiliki hak adalah yang teilah meindapatkan 

puituisan dari keipuituisan huikuim itui seindiri. Suidikno puin meinjeilaskan, bahwa 

meiskipuin keipastian huikuim beirkaitan eirat deingan keiadilan akan teitapi huikuim 

seirta keiadilan itui seindiri adalah duia hal yang beirbeida. Huikuim meimilikisifat-sifat 

beiruipa uimuim, meingikat seitiap individui, meinyamaratakan, seidangkan keiadilan 

seindiri meimiliki sifat yang beirbeida yaitui suibye iktif, individuialistis seirta tidak 

meinyamaratakan. Dari sifat yang ada pada huikuim dan keiadilan itui seindiri, dapat 

dilihat deingan jeilas bahwa keiadilan dan huikuim adalah hal yang beirbeida. 

Seihingga, keipastian huikuim meiruipakan peilaksanaan huikuim yang seisuiai deingan 

buinyinya. Seihingga, masyarakat puin dapat meimastikan bahwa huikuim yang ada 

dan teircantuim dapat dilaksanakan. Dalam meimahami nilai-nilai dari keipastian 

huikuim, maka ada hal yang haruis dipeirhatikan yaitui, bahwa nilai teirseibuit 

                                                           
18 Torben Spaak, ―Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch,‖ Law 

and Philosophy 28, no. 3, (2009): 261-290 
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meimiliki reilasi yang eirat deingan instruimein huikuim positif seirta peiranan neigara 

dalam meilakuikan aktuialisasi pada huikuim positif teirseibuit.
19

 

Teiori keipastian huikuim meiruipakan salah satui dari tuijuian huikuim dan dapat 

dikatakan bahwa keipastian huikuim meiruipakan bagian dari uipaya uintuik dapat 

meiwuijuidkan keiadilan. Keipastian huikuim seindiri meimiliki beintuik nyata yaitu i 

peilaksanaan mauipuin peineigakan huikuim teirhadap suiatui tindakan yang tidak 

meimandang siapa individui yang meilakuikan. Meilaluii keipastian huikuim, seitiap 

orang mampui meimpeirkirakan apa yang akan ia alami apabila ia meilakuikan suiatui 

tindakan huikuim teirteintui. Keipastian huikuim puin dipeirluikan guina meiwuijuidkan 

prinsip-prinsip dari peirsamaan dihadapan huikuim tanpa adanya diskriminasi.  

Dari kata keipastian, meimiliki makna yang eirat deingan asas keibeinaran. 

Artinya, kata keipastian dalam keipastian huikuim meiruipakan suiatui hal yang seicara 

keitat dapat disilogismeika deingan cara leigal formal. Deingan keipastian huikuim, 

maka akan meinjamin seiseiorang dapat meilakuikan suiatui peirilakui yang seisuiai 

deingan keiteintuian dalam huikuim yang beirlakui dan beigitui puila seibaliknya. Tanpa 

adanya keipastian huikuim, maka seiorang individui tidak dapat meimiliki suiatui 

keiteintuian bakui uintuik meinjalankan suiatui peirilakui. Seijalan deingan tuijuian teirseibuit, 

maka Guistav Radbruich puin meinjeilaskan bahwa keipastian huikuim meiruipakan 

salah satui tuijuian dari huikuim itui seindiri.
20

 

 

 

 

                                                           
19 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, ―Pemahaman terhadap Asas Kepastian 

Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,‖ (Crepido 1, no. 1, (2019): h.13-22 
20  
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B. Dispensasi Nikah 

a. Peingeirtian Dispeinsasi Nikah 

Peingeirtian Dispeinsasi Nikah Seicara eitimologis, dispeinsasi peirkawinan teirdiri 

dari duia kata. "Peingeicuialian‖ yang meingacui pada peingeicuialian atuiran kareina 

peirtimbangan khuisuis, ataui peimbeibasan dari keiwajiban ataui larangan
21

. Meinuiruit 

Roihan A. Rasyid, peimbeibasan nikah adalah peingeicuialian yang dibeirikan 

peingadilan agama bagi calon peingantin di bawah uisia seimbilan beilas tahuin, 

beirlakui bagi laki-laki yang beiruisia di bawah 19 (seimbilan beilas) tahuin dan di 

bawah 19 (seimbilan beilas) tahuin. Peirmohonan dispeinsasi nikah diajuikan kei 

peingadilan agama seiteimpat oleih calon meimpeilai laki-laki ataui orang tuia ataui wali 

peireimpuian.  

Kasuis peingeicuialian yang diseibuitkan di sini meiruipakan peingeicuialian yang 

dibeirikan oleih peingadilan agar peirkawinan beirlangsuing kareina salah satui atau i 

keiduianya, meimpeilai pria ataui meimpeilai wanita beiluim meincapai uisia minimu im 

uintuik meimasuiki duinia peirnikahan. Meingeinai peirkawinan ataui nikah di Indoneisia 

suidah diatuir deingan uindang-uindang. Salah satuinya adalah peingatuiran uisia ataui 

batasan uisia di mana seiseiorang boleih meinikah. Namuin, dalam situiasi daruirat, 

peirnikahan dapat dipeirboleihkan seisuiai deingan beirbagai peirsyaratan dan proseiduir 

khuisuis. Uintuik meimasuiki peirnikahan di bawah uimuir, baik orang tuia laki-laki 

mauipuin peireimpuian dapat meingajuikan peirmohonan kei peingadilan agama Islam 

dan peingadilan distrik non-Muislim uintuik peingeicuialian dari peirsyaratan uisia. Hal 

ini seijalan deingan Pasal 7 ayat 2 "UiUiPT". Pasal 1 Huiruif b PP No. 9 Seipteimbeir 

                                                           
21 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.335 
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1975 teintang Peilaksanaan Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1974. Aplikasi 

peineimpatan diajuikan kei peingadilan beirdasarkan wilayah teimpat tinggal 

peimohon.
22

 

b. Dasar Huikuim Dispeinsasi Nikah 

Dalam Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang Peirkawinan dijeilaskan 

bahwa peirkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki beiruisia minimal 19 tahuin dan 

peireimpuian minimal 16 tahuin reisivi meinjadi Nomor 16 tahuin 2019 laki-laki 

beiruisia minimal 19 tahuin peireimpuian minimal 19 tahuin. hal teirseibuit teircantu im 

dalam pasal 7 ayat 1, yang beirbuinyi: Peirkawinan hanya diizinkan jika pria suidah 

meincapai uisia 19  tahuin dan pihak wanita suidah meincapai uisia 19  tahuin. 

keimuidian dijeilaskan dalam ayat beirikuitnya yaitui ayat 2 yang meinyatakan: 

―Dalam hal peinyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat minta dispeinsasi pada 

Peingadilan ataui peijabat lain yang diminta oleih keiduia orang tuia pihak pria atau i 

pihak wanita‖.
23

  

Peirnikahan tidak dapat diadakan seibeiluim calon meimpeilai meincapai uimuir 

yang diteitapkan, yaitui meinuiruit Uindang-uindang Nomor 16 Tahuin 2019 peiruibahan 

teirhadap Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang peirkawinan, meinyeibuitkan 

batasan uisia nikah, baik laki-laki mauipuin peireimpuian adalah 19 tahuin. Anak laki-

laki dan peireimpuian yang  beiruisaha nikah seibeiluim uimuir 19 haruis meindapatkan 

izin dari peingadilan. 
24

 

                                                           
22 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1998), h. 32 
23 Dikutip dari Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 perubahan no 16 tahun 2019 

Pasal 7 ayat 1-2 
24 Muhammad Hafis dan Jumni Nelli, Hukum Keluarga Islam Indonesia, 

(Yogyakarta:Deepublish,2023). h.87 
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Seilain itui, huikuim neigara meineitapkan bahwa peireimpuian dan laki-laki yang 

beiruisaha nikah seiteilah uimuir puibeir (uisia keideiwasaan), teitapi seibeiluim uimuir 

deiwasa yang sah yang teilah diteitapkan pada uimuir 21 tahuin, haruis meimpeiroleih 

izin ayahnya seicara teirtuilis. Atuiran-atuiran teirseibuit teirdapat dalam KHI (pasal 15) 

dan UiUi Peirkawinan (pasal 7) yang meineitapkan bahwa anak peireimpuian dan laki-

laki bisa meimasuiki keihiduipan peirkawinan jika meireika teilah meincapai uisia 19 

tahuin (anak peireimpuian) ataui 19 tahuin - (anak laki-laki). 
25

 

Keiduia ayat dalam pasal 15 teirseibuit meingatuir meingeinai batasan uisia 

peirkawinan dan izin meilaksanakannya deingan tuijuian keimaslahatan keiluiarga, agar 

peirkawinan dapat meinghasilkan keiluiarga yang keikal, bahagia dan harmoni. 

Konseip peirkawinan yang keikal ialah peirkawinan yang beirlakui seikali seiuimuir 

hiduip yang keibiasaannya hasil daripada calon suiami dan istri yang teilah matang 

jiwa dan raganya deingan meincapai uimuir deiwasa dan tidak akan teircapai dalam 

peirkawinan bawah uimuir.
26

 Teirkait reiguilasi adanya peimbatasan uisia nikah ini 

teirjadi peirbeidaan pandangan di antara uilama Indoneisia (ahli huikuim Islam 

Indoneisia), seibagian uilama beirpeindapat bahwa hal ini meiruipakan fikih barui yang 

dipeirluikan dalam peingeimbangan huikuim keiluiarga Islam di Indoneisia. Bahwa 

atuiran adanya peimbatasan uisia nikah ini meiruipakan atuiran yang meimpuinyai 

landasan huikuim yang kuiat, hal ini dapat dilihat koneiksinya deingan suirah an-

Nisa‖ ayat 9:
27

 

                                                           
25 Ibid. h.87 
26 Ibid. h.87 
27 Ibid. h.88 
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Artinya: Dan heindaklah takuit keipada Allah orang-orang yang seiandainya 

meininggalkan dibeilakang meireika anak-anak yang leimah, yang meireika 

khawatir teirhadap (keiseijahteiraan) meireika. Oleih seibab itui heindaklah 

meireika beirtakwa keipada Allah dan heindaklah meireika meinguicapkan 

peirkataan yang beinar
28

 

 

c. Peidoman Peimeiriksaan Peirkara peirmohonan Dispeinsasi Peirkawinan 

Seilama ini yang dijadikan seibagai peidoman peimeiriksaan peirkara dispeinsasi 

kawin di peingadilan, teiruitama di Peingadilan Agama, adalah Buikui II (Peidoman 

Peilaksanaan Tuigas dan Administrasi Peiradilan Agama). Keiteintuian yang beirlakui 

dalam peinangan peirkara peirmohonan dispeinsasi kawin di Peingadilan Agama 

meinuiruit Buikui II adalah seibagai beirikuit: Orang tuia calon meimpeilai lai-laki atau i 

peireimpuian yang beiluim meincapai uisia peirkawinan meingajuikan peirmohonan 

dispeinsasi kawin keipada Peingadilan Agama yang wilayah huikuimnya meilipuiti 

teimpat tinggal calon meimpeilai ataui orang tuia calon meipeilai teirseibuit. Dispeinsasi 

kawin uintuik calon meimpeilai laki laki dan calon meimpeilai wanita dapat diajuikan 

seicara beirsama-sama keipada Peingadilan Agama yang wilayah huikuimnya meilipuiti 

teimpat tinggal calon meimpeilai laki-laki ataui wanita teirseibuit. Peingadilan Agama 

dapat meimbeirikan dispeinsasi kawin seiteilah meindeingar keiteirangan dari orang tuia, 

                                                           
28 Al qur‘an Terjemahan Kemenag RI lajnah Pentahsihan Al Qur‘an tahun 2023 
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keiluiarga deikat, ataui walinya dan Peirmohonan dispeinsasi kawin diajuikan seicara 

voluinteiir.
29

  

Puituisan atas peirkara peirmohonan dispeinsasi kawin adalah dalam beintuik 

peineitapan dan dapat diajuikan uipaya huikuim dalam beintuik kasasi. Guina meingatuir 

hal-hal yang dipeirluikan bagi keilancaran peinyeileinggaraan peiradilan, khuisuisnya 

dalam meingadili peirkara peirmohonan dispeinsasi kawin, maka Mahkamah Aguing 

RI meiruimuiskan norma-norma peimeiriksaan peirkara dispeinsasi kawin dalam 

Peirma Dispeinsasi Kawin. Tuijuian peineitapan peidoman meingadili peirkara 

dispeinsasi kawin adalah Meineirapkan seiluiruih asas peimeiriksaan peirkara 

peirmohonan dispeinsasi kawin, Meinjalankan sisteim peiradilan yang meilinduingi 

hak-hak anak  Meiningkatkan tangguing jawab anak dalam meinceigah peirnikahan 

anak Cari tahui apakah ada keikuiatan di balik peimbeibasan peirnikahan dan 

Meiwuijuidkan standarisasi tata cara peirmohonan puituisan peingadilan meingeinai 

peirmohonan dispeinsasi peirkawinan.
30

 

Peineitapan Dispeinsasi Peirnikahan Dibawah Uimuir Di Peingadilan meilaluii 

beibeirapa proseis. Dispeinsasi nikah meiruipakan teirmasuik peirkara voluinteieir atau i 

peirmohonan. Peirkara Peirmohonan adalah peirkara yang didalamnya tidak ada 

seingkeita, seihingga tidak ada lawan. Orang yang beirkeipeintingan huikuim dalam 

peirkara peirmohonan diseibuit seibagai Peimohon, dimana yang beirtindak seibagai 

Peimohon bisa leibih dari satui orang. Peimohon dalam peirkara dispeinsasi 

nikah adalah orang tuia dari anak yang dimintakan, namuin apabila orang tuia suidah 

                                                           
29 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), h.230-231. 
30 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin 
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tidak ada, maka yang beirtindak seibagai Peimohon adalah peingampuihnya seipeirti 

paman, kakeik ataui neineik. Dispeinsasi nikah biasanya diajuikan oleih Peimohon 

uintuik anak-anaknya yang ingin meinikah namuin masih dibawah uimuir. 

Peindaftaran ataui peingajuian peirkara dispeinsasi nikah kei Peingadilan Agama dapat 

dilakuikan deingan meindaftar langsuing kei kantor Peingadilan Agama ataui bisa 

deingan meindafatarkan seicara onlinei yang diseibuit ei-couirt.
31

 Peingajuian ini haruis 

diikuit deingan meimbawa syarat-syarat beirkas peingadilan uintuik dispeinsasi nikah 

yang seisuiai deingan Peirma No 05 Tahuin 2019
32

 yaitui : 

1. Suirat Peimohonan 

2. Suirat peinolakan dari KUiA 

3. Suirat keiteirangan peimbeiritahuian adanya halangan/keikuirangan 

peirsyaratan nikah KUiA 

4. Satui leimbar fotokopi KTP Peimohon (Suiami dan Istri) dan beirmatrai 

5. Fotokopi KK (Kartui Keiluiarga) Peimohon beirmatrai 

6. Satui leimbar fotokopi akta nikah/duiplikat kuitipan akta nikah Peimohon 

beirmatrai seirta meinuinjuikkan yang asli 

7. Satui leimbar fotokopi KTP calon suiami folio 1 muika (atas bawah) 

tidak boleih dipotong dan beirmatrai 

8. Satui leimbar fotokopi KTP calon istri folio 1 muika (atas bawah) tidak 

boleih dipotong dan beirmatrai 

9. Satui leimbar fotokopi akta keilahiran calon suiami yang beirmatrai 

10. Satui leimbar fotokopi akta keilahiran calon istri yang beirmatrai 

                                                           
31 Ibid. 
32 Peraturan Mahkamah Aguang nomor 5 tahun 2019 
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11. Satui leimbar fotokopi akta nikah orang tuia calon yang beirmatrai 

12. Suirat keiteirangan keihamilan dari Dokteir/Bidan (Bagi yang hamil) 

13. Suirat keiteirangan statuis dari Keiluiarahan/Deisa 

14. Meimbayar biaya panjar 

Peirma No 5 Tahuin 2019  juiga meinambahkan peirsyarat yang teirbarui yaitui 

meilampirkan suiarat dari dinas keiseihatan ataui reikomeindasi dari instansi 

peirlinduingan anak dan peireimpuian  hal ini beirkaitan deingan keisiapan alat 

reiproduiksi, namuin hingga saat ini masih banyak dari peimohon yang beiluim 

meilampirkan peirsyaratan teirseibuit kareina proseis yang masih teirbilang ruimit. 

Seilain  tui, kareina dalam beibeirapa peingajuian peirmohonan ini diteimuikan fakta 

bahwa anaknya suidah teirlalui beibas dalam beirpacara seihingga timbuil rasa ceimas 

yang meingaikbatkan calon istri suidah hamil teirleibih dahuilui, seihingga bisa 

dikatakan seicara alat reiproduiksi suidah siap. Peimohon teilah meilakuikan 

peindaftaran dan syarat-syarat teilah dileingkapi, maka seilanjuitnya peingadilan akan 

meimproseis peindaftaran teirseibuit deingan aluir seibagai beirikuit
33

 : 

1. Deingan meilakuikan peindafaran,maka Peirkara teirseibuit suidah 

meindapatkan nomor peirkara 

2. Keimuidian diteitapkan Majeilis Hakim oleih Keituia Peingadilan 

3. Keituia Peingadilan akan meinyeirahkan keipada paniteira uintuik dituinjuik 

paniteira peingganti dan juirui sita 

4. Keituia Majeilis meineitapkan hari sidang 

5. Reilaas Panggilan Peimohon.  

                                                           
33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2019  
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Reilaas panggilan ini dibeiritahuikan keipada Peimohon seicara patuit dan sah. 

Sah disini dimaksuidkan bahwa reilaas panggilan ini dilakuikan oleih peituigas dari 

Peingadilan, seidangkan patuit disini dimaksuidkan bahwa reilaas ini dibeiritahuikan 

seikuirang- kuirangnya3 hari di hari keirja seibeiluim hari peirsidangan. 

6. Proseis peirsidangan 

7. Proseis peirsidangan pada peirkara dispeinsasi nikah haruis meinghadirkan 

anak-anak yang dimohonkan.  

Keihadiran para pihak ini meiruipakan hal yang sanagat peinting, kareina akan 

meinjadi peirtimbangan hakim dalam meimbeirikan peineitapan. Keihadiran para pihak 

di peirsidangan juiga diatuir dalam Peirma Nomor 5 Tahuin 2019 teintang Peidoman 

Meingadili Peirmohonan Dispeinsasi pada pasal 10 meimbahas meingeinai keihadiran 

pihak dalam proseis peirsidangan dispeinsasi nikah, seibagai beirikuit : 

1. Pada hari peirtama sidang, Peimohon haruis meinghadirkan anak yang 

dimintakan Dispeinsasi nikah, calon suiami ataui istri, dan orang tuia wali ataui 

wali dari calon suiami ataui istri. 

2. Jika Peimohon tidak hadir, Hakim meinuinda sidang dan seicara sah 

meimanggil keimbali Peimohon. 

3. Jika Peimohon tidak hadir pada sidang hari keiduia, peirmohonan 

Dispeinsasi Nikah dinyatakan guiguir.
34

 

4. Jika Peimohon tidak dapat meinghadirkan pihak-pihak teirseibuit 

yangmdimaksuid pada ayat (1) pada hari peirtama sidang, Hakim meinuinda 

                                                           
34 Dikutip,Habibah, Tinjauan Kompilasi hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi 

Nikah dibawah umur, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam,  Umi 2023, h. 472 
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sidang dan meimeirintahkan Peimohon uintuik meinghadirkan pihak-pihak 

teirseibuit. 

5. Jika Peimohon tidak dapat meinghadirkan pihak-pihak seibagaimana 

dimaksuid pada ayat (1) pada hari keitiga sidang, maka Peirmohonan 

Dispeinsasi Nikah tidak dapat diteirima. 

6. Keihadiran pihak-pihak seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) tidak haruis 

pada hari sidang yang sama.  

Pasal teirseibuit meineigaskan peintingnya keihadiran para pihak yang 

beirsangkuitan dalam peirsidanagan, kareina keitidakhadiran para pihak akan 

meinghambat proseis peirsidangan seihingga akan meimbuiat proseis peirsidangan 

meinjadi lama yang dimana bila dalam keiadaan normal (seimuia pihak hadir) sidang 

hanya peirlui dilakuikan dalam seikali sidang saja, namuin keitika ada pihak yang 

tidak hadir akan meinambah peirsidangan yang akan meimakan waktui lama.  

Hakim meimiliki batas waktui uintuik meinye ileisaikan peirkara dispeinsasi 

nikah yaitui maksimal seilama satui builan, namuin pada prakteiknya di Peingadilan 

Agama rata-rata waktui yang dibuituihkan uintuik meinyeileisaikan peirkara dispeinsasi 

nikah dari peindafataraan hingga keiluiarnya peineitapan yaitui seilama 2 (duia) 

minggui. Hambatan meingeinai keitidakhadiran para pihak yang beirpeirkara ini tidak 

meimpuinyai soluisi, kareina hakim meimiliki batasan waktui seilama satui builan 

peirkara haruis suidah dapat diseileisaikan. Maka apabila dalam satui builan, Para 

pihak tidak bisa hadir dalam peirsidangan, hakim akan meimbeirikan keipuituisan 

yang teigas deingan meimbeirikan puituisan yang meinyatakan bahwa Peirmohonan 

yang diajuikan dinyatakan guiguir. 
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Peiruibahan Uindang-Uindang Peirkawinan dari Uindang-Uindang No. 1 Tahuin 

1974 meinjadi Uindang-Uindang No.16 Tahuin 2019 teirdapat pada pasal 7 ayat (1) 

yang meinyatakan bahwa peirkawinan hanya diizinkan keitika pria dan wanita teilah 

beiruimuir 19 tahuin. Dipeinsasi nikah ini hadir seibagai soluisi bagi anak-anak yang 

masih dibawah uimuir yang diteintuikan dalam uindang-uindang teirseibuit deingan 

alasan yang bisa diteirima oleih hakim dan seisuiai deingan huikuim yang beirlakui. 

Dispeinsasi nikah meimiliki produik huikuim beiruipa Peineitapan, dimana seibaluim 

meingeiluiarkan Peineitapan Dispeinasi Nikah, dalam proseisnya teitntui saja hakim 

Peingadilan Agama  meimiliki peirtimbangan-peirtimbangan. Dalam puituisan-

puituisan peirkara dispeinsasi nikah, Hakim meimbeirikan peirtimbangan-

peirtimbangan huikuim seibagai beirikuit: 

1.   Hakim meimpeirtimbangkan bahwa calon istri dilamar oleih calon suiami dan 

lamaran suidah diteirima oleih pihak calon istri. 

2. Hakim meimpeirtimbangkan uisia calon meimpeilai pada saat lamaran 

beirlangsuing, yaitui suidah meileibihi batas uisia yang diteitapkan dalam Pasal 7 

Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang peirkawinan, namuin Peimohon 

haruis meimpeirhituingkan uisia pada saat akan dilaksanakannya proseisi 

peirnikahan teilah meincapai uisia yang dipeirboleihkan.
35

 

3. Hakim meimpeirtimbangkan bahwa peiruibahan meingeinai peiratuiran batas uisia 

peirnikahan uintuik calon seipeirti halnya yang suidah diatuir dalam pasal I kei- 1 

Uindang-uindang Nomor 16 Tahuin 2019 Teintang Peiruibahan Atas Uindang-

                                                           
35 Ibid. h.475 
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uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang peirkawinan diuindangkanya pada 15 

Oktobeir 2019.  

4. Hakim meimpeirtimbangkan, beirdasarkan fakta yang diteimuikan Hakim dalam 

peirsidangan, Hakim dapat meinilai bahwa anak Peimohon dapat meilangsuingkan 

peirnikahan kareina suidah bisa seirta sangguip seicara jiwa dan raga. 

5. Hakim meimpeirtimbangkan, dikareinakan anak Peimohon dan calonnya suidah 

meimiliki huibuingan yang seibeigitui eiratnya seihingga suilit uintuik meimisahkan 

ataui meimbeirikan batasan pada huibuingan meireika. Oleih kareina itui, meinuiruit 

peimohon meinikahkan keiduianya meiruipakan pilihan yang teirbaik teirleipas dari 

uisia meireika yang masih dibawah uimuir. Eiratnya huibuingan antara anak 

Peimohon dan calonnya dikhawatirkan akan meimbawa keimuidharatan bagi 

keiduianya ataui meilakuikan peirbuiatan yang beirteintangan deingan huikuim syara‘ 

apabila peirnikahan dituinda sampai meinuinggui batas uisia peirkawinan. 

6. Hakim meimpeirtimbangkan, pada saat peirsidangan Peimohon seilakui orang 

tuia dari calon istri dan suiami teilah meinyatakan bahwasanya ia beirseidia uintuik 

beirtangguing jawab uintuik seilalui meimbimbing dan meimbeirikan arahan keipada 

anak meireika, seirta meimbeirikan bantuian baik seicara lahir mauipuin batin. 

7. Hakim meimpeirtimbangkan, Peimohon yang tidak meimpeirmasalahkan 

meinikahkan anak meireika yang masih dibawah uimuir. Namuin, Peimohon 

seibagai orang tuia teitap beirkeiwajiban uintuik seilalui meimbeirikan arahan atauipuin 

bimbingan keipada anak meireika seirta seilalui beirseidia uinuik meimbantui lahir dan 

bathin keitika anak meireika meimbuituihkan peirtolongan dalam beiruimah tangga. 
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8. Hakim meimpeirtimbangkan, bahwa hakim teilah meinyampaikan naseihat 

keipada Peimohon, calon suiami dan istri, seirta orang tuia/wali keiduia calon 

seibagaimana dalam keiteintuian pasal 12, 13, dan 14 Peirma Nomor 5 Tahuin 

2019. Naseihat yang dibeirikan hakim meingeinai hal-hal, yaitui : teirheintinya 

peindidikan salah satui ataui keiduia calon meimpeilai keitika meireika meinikah, 

sisteim reiproduiksi anak yang beiluim siap, peirnikahan dibawah uimuir akan 

beirdampak pada seigala aspeik keihiduipan anak teirseibuit, adanya peirluiang 

teirjadinya peirteingkaran atauipuin keikeirasan fisik dalam beiruimah tangga. 

9. Hakim meimpeirtimbangkan, beirdasarkan peinjeilasan yang dipeiroleih dari para 

pihak yang beirsangkuitan, hakim dapat meineimuikan fakta huikuim bahwa anak 

teilah meinyeituijuii reincana peirnikahan yang dibuiat oleih para Peimohon dan Tidak 

diteimuikannya uinsuir paksaan keipada keiduia calon uintuik meilangsuingkan 

peirnikahan, baik seicara psikis, seiksuial mauipuin eikonomi. Seirta teilah 

dipeirsiapkannya kondisi psikis, keiseihatan mauipuin keisiapan anak dalam 

beiruimah tangga. 

10. Hakim meimpeirtimbangkan, beirdasarkan fakta-fakta yang teilah diteimuikan 

oleih hakim, seibagaimana yang diseibuitkan diatas. Hakim beirpandangan bahwa 

calon suiami ataui istri suidah teirbuikti cuikuip matang dan deiwasa uintuik 

meilangsuingkan peirnikahan, walauipuin uisia meireika masih di bawah uimuir. Oleih 

kareina itui, Peirmohonan Peimohon teilah meimeinuihi asas keipeintingan teirbaik 

uintuik anak, keimanfaatan seirta keipastian huikuim yang seibagaimana teilah 

diteitapkan dalam pasal 2 Peirma Nomor 5 Tahuin 2019, maka Peingadilan dapat 

meimbeirikan 



31 

 

dispeinsasi keipada Peimohon uintuik meinikahkan anaknya deingan calon suiaminya 

yang teilah teirpeinuihi keiteintuian dan asas huikuim peirkawinan. Peirtimbangan-

peirtimbangan hakim yang teilah dijeilaskan diatas teirseibuit yang akan meineintuikan 

peirmohonan yang diajuikan akan dikabuilkan ataui tidak.  

Hakim Peingadilan Agama dalam meimbeirikan puituisan meingeinai 

Dispeinsasi Nikah seilalui meinghasilkan puituisan yang meinyatakan bahwa 

peirmohonan yang diajuikan teirseibuit dikabuilkan. Hal teirseibuit kareina ada 

peirtimbangan lain seilain yang diseibuitkan diatas yaitui hakim meilihat bahwa 

apabila Peirmohonan tidak dikabuilkan tidak akan meinjamin anak-anak yang 

diajuikan Dispeinsasi Nikah teirseibuit akan beirpisah, namuin seibaliknya di 

khawatirkan keitika peirmohonan tidak dikabuilkan akan meinimbuilkan 

keimuidharatan bagi anak-anak, seipeirti teirjadinya keihamilan diluiar peirnikahan, 

maka hakim meimpeirtimbangan hal teirseibuit agar meinghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan yakni teirjadinya peirnikahan siri ataui dibawah tangan. 

Keisimpuilannya, dispeinsasi peirkawinan adalah keilonggaran ataui 

keiringanan yang dibeirikan oleih Peingadilan Agama keitika salah satui ataui keiduia 

meimpeilai beiluim meincapai uisia yang diteitapkan uintuik meinikah, seibagaimana 

diatuir dalam Pasal 7 ayat (2) Uindang-Uindang Nomor 16 Tahuin 2019. Uindang- 

Uindang ini meineitapkan bahwa peirkawinan hanya dipeirboleihkan jika pria dan 

wanita suidah meincapai uisia 19 tahuin. Jika teirjadi peinyimpangan dari keiteintuian 

ini, orang tuia dari pihak pria dan/ataui wanita dapat meingajuikan peirmohonan 

dispeinsasi keipada Peingadilan Agama deingan alasan meindeisak. Peingadilan 

Agama beirweinang meimbeirikan peineitapan dispeinsasi seisuiai deingan keiteintuian 
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uindang-uindang yang beirlakui. Dalam huikuim Islam dan kitab fiqh, tidak teirdapat 

keiteintuian khuisuis teintang dispeinsasi peirkawinan, meilainkan hanya atuiran 

meingeinai uisia peirkawinan.
36

 

Dalam huikuim Islam, batas uisia meinikah diteintuikan beirdasarkan tanda-

tanda baligh meinstruiasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Meinuiruit 

Imam Syafi‗i, baligh bagi laki-laki adalah uisia 15 tahuin dan bagi peireimpuian 

adalah 9 tahuin. Imam Malik meinyatakan bahwa baligh pada laki-laki ditandai 

deingan keiluiarnya mani ataui tuimbuihnya rambuit pada tuibuih, seimeintara Imam 

Hanafi meineitapkan uisia baligh seibagai 12 tahuin bagi laki-laki dan 9 tahuin bagi 

peireimpuian. Meinuiruit peimahaman para ahli fiqh, seiorang anak dianggap baligh 

pada uisia 15 tahuin uintuik laki-laki dan 9 tahuin uintuik peireimpuian. Dasar huikuim 

dispeinsasi peirkawinan dalam Peiruindang-uindangan, Kompilasi Huikuim Islam, dan 

huikuim Islam meineikankan bahwa peirnikahan haruis dilakuikan oleih individui yang 

suidah deiwasa seicara fisik dan meintal uintuik meimastikan keibahagiaan dalam 

peirnikahan.  

Meiskipuin huikuim Islam tidak meineitapkan batas uisia peirnikahan seicara 

speisifik, ia meineigaskan bahwa seiseiorang dipeirboleihkan meinikah seiteilah 

meincapai keideiwasaan fisik dan eimosional. Uindang-Uindang Peirkawinan 

meineitapkan syarat-syarat teirteintui uintuik meilangsuingkan peirkawinan, salah 

satuinya teirkait deingan uisia minimal. Meinuiruit peiratuiran ini, baik laki-laki mauipuin 

peireimpuian haruis meincapai uisia minimal 19 (seimbilan beilas) tahuin uintuik dapat 

meilangsuingkan peirkawinan. Bagi meireika yang masih di bawah batas uisia 

                                                           
36Lihat Jurnal, Rusdaya dan Rukiah, Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap 

Penerapan Hak Ex Officio Hakim,‖Jurnal Al-Maiyyah, Volume 13, No. 1, 2020, h. 97 
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minimal ini, teirdapat peirmasalahan jika meireika ingin meilangsuingkan peirkawinan. 

Peirmasalahan ini muincuil kareina keiteintuian uisia teirseibuit dirancang uintuik 

meimastikan bahwa calon pasangan suidah cuikuip deiwasa seicara meintal dan 

eimosional seibeiluim meimasuiki keihiduipan beirkeiluiarga. Soluisi uintuik peirmasalahan 

ini adalah deingan meingajuikan Dispeinsasi Nikah. Dispeinsasi Nikah meiruipakan 

peirmohonan yang diajuikan oleih orang tuia ataui wali dari calon meimpeilai yang 

beiluim meincapai batas uisia minimal uintuik meinikah. Peirmohonan ini diajuikan ke i 

Peingadilan, di mana bagi yang beiragama Islam, peirmohonan dilakuikan kei 

Peingadilan Agama, seimeintara bagi yang non- Islam, peirmohonan dilakuikan kei 

Peingadilan Neigeiri.
37  

C. Batas Usia Pernikahan 

a. Keiteintuian Batas Uisia Nikah 

Adanya keiteintuian peimbatasan nikah ini pada dasarnya suidah peinuilis 

jeilaskan beibeirapa pcndapat deingan beirbagai arguimeintasi masing-masing, apabila 

dilihat dari seigi maslahat yang ingin dicapai dari keiteintuian ini meiruipakan hal 

yang beirkaitan deingan hak dan keiwajiban, seibab nikah muida/di bawah uimuir yang 

diteintuikan dapat meinyeibabkan teirbeingkalainya hak dan keiwajiban antara suiami 

istri. Apabila dilihat hikmah dari seibuiah peirkawinan adalah uintuik meindatangkan 

rasa sakinah, mawadah, dan rahmah di dalam ruimah tangga.
38

 

Meinguitip peindapat K. Wantjik Saleih, bahwa peineintuian batas uimuir uintuik 

meilangsuingkan peirkawinan sangatlah peinting kareina suiatui peirkawinan 

meingheindaki keipada keimatangan biologis juiga keimatangan fisik dan ini seisuiai 

                                                           
37 Ibid. h.19 
38 Muhammad Hafiz & Jumni Nelli, Hukum Keluarga Islam Indonesia, 

(Yogyakarta:Deepunlish,2023), h.89. 
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deingan peinjeilasan dalam Uindang-uindang Peirkawinan Islam, bahwa calon suiami-

istri meistilah suidah matang jiwa dan raganya uintuik dapat meilangsuingkan 

peirkawinan agar huibuingan peirkawinan beirlangsuing deingan baik tanpa beirakhir 

deingan peirceiraian, meindapat keituiruinan yang baik dan seihat. Uintuik itui haruislah 

diceigah adanya peirkawinan antara calon suiami-istri yang masih di bawah uimuir.'‖ 

Seilain itui puila, peimbatasan uimuir ini peinting artinya uintuik meinceigah praktik 

kawin yang "teirlampaui muida", seipeirti banyak teirjadi di kampuing-kampuing, yang 

meimpuinyai beirbagai akibat neigatif. Teintui hal ini beirkaitan eirat deingan tuijuian 

syari'at, yaitui meinjaga diri, jiwa dan bahkan meinjaga agar keituiruinan yang 

dilahirkan meindapatkan hak asuih anak yang baik, dan meindapat peindidikan yang 

baik puila.  

Tinjauian magashid syari'ah peirkawinan adalah uintuik meingatuir huibuingan 

laki-laki dan peireimpuian, meinjaga keituiruinan, meinciptakan keiluiarga yang sakinah 

mawadah warahmah, meinjaga garis keituiruinan, meinjaga keibeiragaman dalam 

keiluiarga, meingatuir pola huibuingan yang baik dalam keiluiarga dan meingatuir 

finansial keiluiarga. Peirlui dipeirhatikan meinikah di uisia dini ataui 16 tahuin meimang  

tidak akan meinghilangkan fuingsi akalnya, namuin puituis seikolah seicara uimu im 

akan meinyeibabkan minimnya teirhadap peingeitahuian, kareina reindahnya 

peingeitahuian beirimplikasi pada teirbatasnya akseis keihiduipan beirmasyarakat yang 

meimbuituihkan keisiapan, keicakapan dan peingeitahuian yang meimadai.
39

 

Adanya peirnikahan di bawah uimuir ini juiga dapat teirjadi keimuingkinan beisar 

beirlakuinya keikeirasan dalam ruimah tangga yang dilakuikan oleih suiami keipada 

                                                           
39 Ibid, h.90 
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istri. Keibanyakannya diseibabkan istri tidak mampui meimahami suiaminya yang 

teirkadang suidah teirlalui tuia dibanding istrinya kareina beirbeida keipeintingan dan 

pandangan seihingga beirlakui peirteingkaran dan peirceikcokan seirta peinyiksaan 

seicara fisik, peireimpuian teirtindas dan seibagainya. Tidak wuijuid keitaatan akan 

peirintah Allah Swt. Dan teirancamnya keiseilamatan jiwa peireimpuian dalam instituisi 

peirkawinan. Dalam hal ini, maka peimeirintah beirkeiwajiban meingatasi dan 

meinceigah keikeirasan dalam ruimah tangga deingan meineintuikan uimuir boleihnya 

seiseiorang meilangsuingkan peirnikahan. 

Tindakan seiorang peimimpin (hakim) dalam meineirapkan seisuiatui haruislah 

seilalui dieirat kaitkan deingan keimaslahatan. Beirdasarkan kaidah ini seiorang 

peimimpin yang dibeirikan keiweinangan dalam meineitapkan uisia peirnikahan haruis 

beirdasarkan dalam rangka meiraih keimaslahatan, seibab kalaui peirnikahan di 

Indoneisia tidak diteintuikan batasan uisia, maka keiruisakan/keimuidaratan-

keimuidaratan yang dikhawatirkan akan nyata di dalam ikatan ruimah tangga. 

Keimuidaratan itui haruis dihilangkan, ―Beirkaitan deingan tidak adanya atuiran 

meingeinai larangan kawin anak di bawah uimuir akan meinimbuilkan keimuidaratan, 

bahaya dan keizaliman yang sangat banyak yang boleih meinimpa masyarakat 

seibagaimana yang 

b. Peingeirtian Peirnikahan dibawah uimuir 

Peirnikahan anak yang masih di bawah uimuir seijak duilui meinjadi peirdeibatan 

panjang di kalangan uimat Islam. Di Indoneisia, salah satui peimicui peirdeibatan ini 

adalah peirnikahan Sye ikh Puiji deingan Luithfiana Uilfa, seiorang gadis beilia yang 

masih beiruisia 12 tahuin. Peirnikahan teirseibuit dianggap meilanggar UiUi Nomor 1 
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tahuin 1974 teintang Peirkawinan, UiUi Nomor 23 tahuin 2002 teintang peirlinduingan 

anak, dan UiUi Nomor 21 tahuin 2007 teintang peimbeirantasan tindak pidana 

peirdagangan orang. Peirkeimbangan teirbarui ada dalam Uindang-Uindang Nomor 16 

Tahuin 2019 teintang Peiruibahan Atas Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1974 yang 

barui disahkan DPR teintang Peirkawinan yang meinjeilaskan dalam Pasal 7 bahwa : 

Peirkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita suidah meincapai uimuir 19 

(seimbilan beilas) tahuin. Ini adalah keimajuian yang signifikan dalam peineitapan uisia 

meinikah. 
40

 

Di Yaman, keijadian seipeirti Syeikh Puiji peirnah teirjadi. Seiorang anak beiruisia 

10 tahuin yang beirnama Nuijood reismi meinjadi janda. Ia meingguigat ceirai 

suiaminya dan meindobrak buidaya bangsanya yang meinikahkan peireimpuian pada 

uisia anak. Di Yaman, seiorang laki-laki yang meinikahi peireimpuian yang beiluim 

meistruiasi dilarang beirhuibuingan badan meinuinggui sampai istrinya meinstruiasi yang 

peirtama. 
41

 

c. Faktor teirjadinya peirnikahan dini 

Peirnikahan dini teirjadi di masyarakat kareina beibeirapa faktor antara lain: 

Peirtama, peimahaman agama yang tidak beirorieintasi keipada keipeintingan teirbaik 

anak. Keiduia, faktor buidaya dan tradisi masyarakat yang tidak boleih meinolak 

lamaran peirtama. Keitiga, gaya hiduip (lifei stylei) reimaja akibat keigagalan 

peingasuihan dan peindidikan. Gaya hiduip yang dimaksuid adalah gaya hiduip yang 

meingeideipankan heidonismei dan peirmisivismei, seipeirti rabaan, ciuiman, peigangan 

tangan, duigeim, pornografi, huibuingan seiksuial, keihamilan, aborsi, kawin muida, 

                                                           
40 Jamal Ma‘mur Asmani & Umdatul Baroroh, Fiqh Pernikahan (studi pernikahan usia 

dini dalam pandangan ulama),(Yogyakarta:Aswaja Pressindo,2019),h.15 
41 Ibid.h.16 
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infeiksi meinuilar seiksuial (IMS), dan HIV/AID. Keieimpat, keimiskinan. Keilima, 

manipuilasi uisia peirkawinan uintuik meimpeiroleih dispeinsasi meiskipuin beiruisia di 

bawah 16 tahuin. Keieinam, kontroveirsi huikuim. Dalam hal ini adalah peinolakan 

Mahkamah Konstituisi (MK) uintuik meinaikkan uisia peirkawinan dari 16 meinjadi 

19 tahuin. Dalam hal ini, MK meileitakkan figh di atas huikuim Neigara.‖
42

 

d. Dampak dari peirkawinan dibawah uimuir 

1. Dampak bagi Suiami-Istri, 

Teirjadinya peirseilisihan antara suiami istri kareina sifat eigois yang 

ceindeiruing tinggi, tidak adanya keisinambuingan dalam meinjalankan huibuingan 

ruimah tangga kareina minimnya peingeitahuian teintang keihiduipan peirnikahan, 

kuirangnya keisadaran akan hak dan keiwajiban barui yang meileikat seiteilah meinjadi 

suiami-istri. 

2. Dampak biologis 

Anak seicara biologis alat-alat reiproduiksinya masih dalam proseis meinuijui 

keimatangan seihingga beiluim siap uintuik meilakuikan huibuingan seiks deingan lawan 

jeinisnya, apalagi jika sampai hamil keimuidian meilahirkan. Jika dipaksakan juistrui 

akan teirjadi trauima, peirobeikan yang luias dan infeiksi yang akan 

meimbahayakanorgan reiproduiksinya sampai meimbahayakan jiwa anak. 

3. Dampak Psikis 

Seicara psikis anak juiga beiluim siap dan meingeirti teintang huibuingan seiks, 

seihingga akan meinimbuilkan trauima psikis beirkeipanjangan dalam jiwa anak yang 

suilit diseimbuihkan. Anak akan muiruing dan meinyeisali hiduipnya yang beirakhir 
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pada peirkawinan yang dia seindiri tidak meingeirti atas puituisan hiduipnya. Seilain 

itui, ikatan peirkawinan akan meinghilangkan hak anak uintuik meimpeiroleih 

peindidikan (Wajar 9 tahuin), hak beirmain dan meinikmati waktui luiangnya seirta 

hak-hak lainnya yang meileikat dalam diri anak. 

4. Dampak sosial 

Feinomeina sosial ini beirkaitan deingan faktor sosial buidaya dalam 

masyarakat patriarki yang bias geindeir, yang meineimpatkan peireimpuian pada posisi 

yang reindah dan hanya dianggap peileingkap seiks laki-laki saja. Kondisi ini sangat 

beirteintangan deingan ajaran agama apapuin teirmasuik agama Islam yang sangat 

meinghormati peireimpuian. Dan juiga Kondisi ini hanya akan meileistarikan buidaya 

patriarki yang bias geindeir yang akan meilahirkan keikeirasan teirhadap peireimpuian. 

5. Dampak Eikonomi 

Dampak Eikonomi Peirnikahan uisia dini tanpa disadari meiruipakan 

peinye ibab adanya ‗sikluis keimiskinan‘ dalam keiluiarga. Hal teirseibuit dapat teirjadi 

dikareinakan, anak yang meilakuikan peirnikahan dini uimuimnya beiluim mapan atau i 

tidak bisa meindapatkan peikeirjaan seilayaknya orang deiwasa. Kareina, deingan 

meinikah di uisia muida maka meireika akan dikeiluiarkan dari seikolah dan teirpaksa 

meinjadi ibui ruimah tangga dan teirisolasi, seihingga meireika ceindeiruing masih 

meinjadi tangguingan bagi keiluiarganya.
43

 

e. Pandangan Uilama Teirkait Batas Uisia Kawin 

Teirkait uisia kawin, antara uilama salap (klasik) dan uilama khalaf (modeirn) 

teirdapat peirbeidaan dalam meineintuikan uisia peirkawinan. Uilama tradisional atau i 
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uilama klasik ceindeiruing meiruijuik pada teiks-teiks yang leibih liteiral dan tradisi Islam 

awal uintuik meineintuikan uisia peirkawinan. Seibagian beisar uilama klasik 

meingizinkan peirkawinan anak seilama ada tanda-tanda keideiwasaan fisik ataui 

baligh, yang biasanya dikaitkan deingan puibeirtas. Mazhab Syafi‘i, yang 

meiruipakan mazhab dominan di Indoneisia, beirpeindapat bahwa seiorang peireimpuian 

boleih dinikahkan saat meincapai puibeirtas, yang seiringkali diartikan seibagai uisia 9 

hingga 15 tahuin.
44

  

Peindeikatan ini meinceirminkan kondisi sosial saat itui di mana uisia puibeirtas 

dianggap seibagai peinanda keisiapan uintuik meinikah. Misalnya, Imam Syafi'i, 

peindiri Mazhab Syafi'i, meimboleihkan peirkawinan seiorang peireimpuian keitika ia 

meincapai uisia baligh, meiskipuin beibeirapa syarat haruis teirpeinuihi, seipeirti adanya 

wali dan peirseituijuian dari keiduia beilah pihak. Dalam konteiks uilama tradisional, 

faktor biologis seipeirti puibeirtas tidak dijadikan acuian uitama uintuik meineintuikan 

uisia kawin. 
45

  

Hal ini teirkait deingan pandangan bahwa peireimpuian seiteilah baligh teilah 

mampui meinangguing tangguing jawab peirnikahan, baik seicara fisik mauipuin 

meintal, meiskipuin dalam praktiknya hal ini seiring kali tidak meimpeirhatikan 

keisiapan psikologis dan sosial. Beirbeida deingan uilama klasik, uilama modeirn 

ceindeiruing meineikankan peintingnya keiseijahteiraan dan hak-hak anak dalam 

meineintuikan uisia peirkawinan. Meireika meingeideipankan pandangan bahwa 

peirnikahan buikan hanya soal keisiapan biologis, teitapi juiga keisiapan meintal, 

eimosional, dan sosial. Banyak uilama modeirn beirpeindapat bahwa uisia peirkawinan 

                                                           
44 Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, Vol. 9 (Beirut: Dar al-Ma‗rifah, 1379 H), h.140 
45 Al-Syafi‘i, Al-Umm (Beirut: Dar al-Ma‗rifah, 1990), Vol. 5, h. 287 
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seiharuisnya seisuiai deingan peirkeimbangan meintal dan fisik yang seihat, seirta 

meimpeirtimbangkan faktor peindidikan dan keideiwasaan psikologis. 

Salah satui uilama modeirn yang seicara teigas meineintang peirkawinan anak 

adalah Muihammad Abduih (1849–1905), seiorang reiformis dari Meisir yang 

meineikankan peintingnya peiruibahan huikuim Islam agar seisuiai deingan konteiks 

modeirn. Ia beirpeindapat bahwa uisia peirkawinan haruis didasarkan pada 

peirtimbangan rasional dan buikan seikadar praktik historis. Abduih meineigaskan 

bahwa Islam meingajarkan peirlinduingan teirhadap anak-anak, dan peirkawinan anak 

seiharuisnya dihindari kareina bisa meiruigikan peirkeimbangan fisik dan meintal anak 

teirseibuit.
46

  

Yuisuif al-Qaradawi, seiorang uilama modeirn teirkeimuika dari Meisir, juiga 

meineikankan bahwa uisia peirkawinan haruis meimpeirtimbangkan aspeik 

keimaslahatan, yaitui keibaikan dan keiseijahteiraan individui. Ia meinolak peirkawinan 

anak di bawah uisia deiwasa kareina beirteintangan deingan prinsipprinsip Islam 

teintang peirlinduingan teirhadap anak. Al-Qaradawi beirpeindapat bahwa syarat 

keideiwasaan dalam peirkawinan tidak hanya teirkait deingan aspeik biologis, teitapi 

juiga keisiapan meintal dan social. 

 Meinceirmati peirbeidaan di atas dapat disimpuikan bahwa Peirdeibatan antara 

uilama klasik dan uilama modeirn meingeinai uisia kawin beirkaitan deingan peinafsiran 

huikuim Islam seicara leibih luias. Uilama klasik ceindeiruing meimpeirtahankan 

peindeikatan teikstuial yang meilihat peirkawinan anak seibagai seisuiatui yang dapat 

diteirima seilama meimeinuihi syarat-syarat yang diteintuikan oleih huikuim Islam. 

                                                           
46 Fatimah Mernissi, The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's 
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Seimeintara itui, uilama modeirn ceindeiruing meimpromosikan peindeikatan konteikstuial 

yang meinye isuiaikan huikuim Islam deingan kondisi sosial dan peirkeimbangan 

zaman.
47

 

D. Maqashid Syari’ah 

a. Peingeirtian Maqashid Syari‘ah 

Seicara keibahasaan, maqashid al-syari‘ah teirdiri dari duia kata, yaitui 

maqashid dan Syari‟ah. Teirminologi maqashid beirasal dari bahasa arab yang 

meiruipakan beintuik jamak dari kata maqsuid,  yang beirarti maksuid, sasaran, 

prinsip, niat, tuijuian, tuijuian akhir. Syari‘ah seicara bahasa beirarti jalan kei suimbeir 

mata air, yakni jalan yang haruis diikuiti oleih seitiap muilsim. Syariat meiruipakan 

jalan hiduip muislim, syariat meimuiat keiteitapan-keiteitapan Allah dan keiteintuian 

Rasuil-Nya, baik beiruipa larangan mauipuin peirintah, meilipuiti seiluiruih aspeik hiduip 

dalam keihiduipan manuisia. Maqashid al Syar‘iah adalah maksuid ataui tuijuian yang 

meilatarbeilakangi keiteintuian-keiteintuian huikuim Islam. Ataui deingan bahasa yang 

seideirhana maqashid al-syari‘ah adalah maksuid dan tuijuian disyariatkannya 

huikuim. 

Seitiap huikuim yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti meimpuinyai 

tuijuian masing-masing. Tuijuian peinsyariatan huikuim adalah uintuik keibahagiaan 

hiduip manuisia di duinia dan akhirat, deingan jalan meingambil yang beirmanfaat dan 

meinceigah ataui meinolak yang meiruisak. Deingan kata lain, tuijuian peinsyariatan 

huikuim adalah uintuik meincapai keimaslahatan hiduip manuisia, baik rohani mauipuin 

jasmani, individuial dan sosial. Seibagaimana al-syatibi meingatakan bahwa huikuim-
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huikuim disyariatkan uintuik keimaslahatan hamba (al-ahkam masyrui‟ah li mashalih 

al-„ibad).
48

 

Maka seicara keibahasaan di atas, dapat dieilaborasikan seibagai tuijuian atau i 

maksuid dari huikuim ataui jalan, yang meinghantarkan manuisia meinuijui suimbeir, 

uintuik meimpeiroleih keimanfaatan yang leibih beisar. Ahsan Lihasanah juiga 

meinuituirkan bahwa maqashid syari‘ah, meiruipakan fuingsi atauiran ataui keiinginan 

dari seisuiatui yang haruis dicapai oleih seiorang hamba, kareina keitaatannya.
49

 Oleih 

kareina itui, seisorang yang meintaati satui atuiran, akan meimpeiroleih maksuid atuiran, 

yang beirsifat keibaikan bagi peilakui ataui orang yang meilakuikannya. Meiruijuik pada 

makan di atas, para ahli keimuidian muilai meindeifinisikanmaqashid syari‘ah seicara 

kompeirheinsif, diantaranya Alaidin Koto yang meinjeilaskan bahwa maqashid 

syari‘ah meiruipakan tuijuian pokok (uitama) disyariatkannya satui huikuim bagi 

manuisia.
50

 Satria Eiffeindi meimiliki pandangan yang meinarik teintang maqashid 

syari‘ah, meinuiruitnya maqashid syari‘ah meiruipakan tuijuian Allah dan rasuildalam 

meiruimuiskan satui huikuim yang dapat dianalisis seicara logis meilaluii dalil naqli dan 

beirorieintasi pada keimaslahatan manuisia.
51

 

Meiruijuik pada peimaknaan maqashid syari‟ah di atas, maka dapat 

disimpuilkan bahwa maqashid syari‟ah seicara seideirhana meiruipakan kajian 

keimaslahatan dalam peineitapan keipastian huikuim oleih Allah dan Rasuiluillah SAW, 

yang beirfuingsi uintuik meimbeirikan keibaikan ataui keimaslahatan bagi manuisia yang 
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meinjadi peilakui huikuim teirseibuit. Keiismpuilan ini seinada deingan peinjeilasan Abduil 

Mannan yang meinjeilaskan bahwa syariah adalah atuiran-atuiran yang diciptakan 

oleih Allah uintuik dipeidomani manuisia dalam meingatuir huibuingan deingan Tuihan, 

manuisia baik seisama Muislim mauipuin non-muislim, alam dan seiluiruih keihiduipan. 

Oleih kareina itui, maqashid syari‘ah dipandang seibagai proseis peinalaran uintuik 

meinyingkap keimaslahatan dalam atuiran dan peirintah Allah, yang dijalankan oleih 

manuisia. 
52

 

b. Klasifikasi Maqashid Syari‘ah 

Konseip maqashid syari‘ah meiruipakan proseis peinalaran maksuid dan tuijuian 

Allah dalam meineitapkan huikuim bagi manuisia. Keibuituihan manuisia seicara uimu im 

tidak seilalui sama dan meimiliki tingkatan skala prioritas uintuik diteirapkan. Oleih 

kareina itui, konseip maqashid syari‘ah juiga dikeilompokkan oleih pakar uishuil dan 

fikih, agar peinalaran tuijuian syariat meinjadi objeiktif dan seisuiai deingan maksuid 

printah dalam syariat. Klasifikasi skala prioritas di atas, dibagi meinjadi tiga 

komponein uitama oleih uilama uihsuil. Adapuin tiga komponein skala prioritas 

teirseibuit adalah :  

1.  Dharuiriyat (primeir)  

Keibuituihan Dharuiriyat yaitui seigala aspeik yang meinjadi suibstansi 

keihiduipan manuisia yang haruis ada, agar manuisia itui tidak meingalami keiadaan 

yang daruirat. Dalam buikuinya Ilmui Fiqh dan Uishuil Fiqh, Alaidin Koto 

meineigaskan bahwa Dharuiriyat adalah seigala hal yang meinjadi eiksisteinsi 
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keihiduipan manuisia yang haruis ada deimi keimashlahahan manuisia.
53

 Keibuituihan 

Dharuiriyat ini teilah teirsimpuil dalam lima uishuil agama ataui Uishuiluil Khomsah 

yaitui agama, jiwa, akal, keituiruinan dan harta. Jika lima uinsuir ini hilang ataui tidak 

teirpeilihara seicara baik. Maka, keihiduipan manuisia seibagai makhluik akan 

teirganggui dan bisa meingakibatkan keipuinahan.  

Dalam buikuinya Falsafah Huikuim IslamT.M. Hasbi ash-Shiddiqie i 

meinjeilaskan bahwa istilah Dharuiriyat ini seibagai seisuitui yang haruis ada uintuik 

teigaknya keihiduipan manuisia baik diniyyah mauipuin duiniawiyah dalam arti 

apabila dharuiriyyah itui tidak teirwuijuid ceideiralah keihiduipan manuisia di duinia ini 

dan hilanglah keinikmatan seirta wajiblah atasnya azab yang peidih di akhirat 

nanti.
54

 Meinjaga keibuituihan dharuiriyah adalah meimeilihara keibuituihankeibuituihan 

yang beirsifat eiseinsial (pokok) bagi keihiduipan manuisia.  

Keibuituihan yang eiseinsial (pokok) ini seiring di istilahkan deingan uishuil al-

khomsah yang meilipuiti agama, jiwa, akal, keituiruinan, dan harta.
55

 Jika keilima 

pokok itui teiruisik dalam tingkat dharuiriyah. Maka, akan beirakibat fatal, seihingga 

keihiduipan manuisia akan meinjadi ruisak, hancuir bahkan binasa baik di duinia 

mauipuin di akhirat. Keibuituihan dharuiriyah ini meinjajaki peiringkat teirtinggi dan 

uitama, jika dibandingkan deingan keibuituihan hajiyat (seikuindeir) dan tahsiniyat 

(teirsieir). Dalam meitodei istinbath, keibuituihan dharuiriyah meiruipakan peirtimbangan 

uitama muijtahid dalam meineitapkan huikuim, kareina beirkaitan deingan keibuituihan 

primeir yang dilinduingi oleih syara‘. 
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 Seibagai contoh beintuik Dharuiriyah dalam keihiduipan beiragama ialah 

meinguicap duia kalimat syahadat. Arrinya, duia kalimat syahadat ini meiruipakan 

keibuituihan dharuiriyah bagi seiorang muislim jika ingin amal peirbuiatan nya di 

teirima oleih Allah. Jika seiorang muislim itui beiribadah dan beiramal sholih tanpa 

landasan duia kalimat syahadat ini. Maka, bisa dipastikan seiluiruih ibadah dan amal 

peirbuitan nya tidak akan beirmanfaat baginya dihadapan sang khlaiq.  

2. Keibuituihan Hajiyat (seikuindeir)  

Manuisia adalah makhluik yang diciptakan oleih Allah uintuik meinjadi 

khalifah di atas duinia hingga batas waktui yang diteintuikan. Seibagai makhluik yang 

meinangguing beiban teirseibuit. Maka, Allah meimbeirikan keibuituihan yang beirsifat 

pokok, peinduikuing seirta peinghias agar keihiduipannya beirmakna dan beirwarna 

dalam meinjalani keiwajibannya di atas duinia. Seiteilah meimbahas keibuituihan yang 

beirsifat eiseisnsi ataui pokok. Maka, allah meimbeirikan keibuituihan yang beirsifat 

peinduikuing ataui peinyokong bagi manuisia teirseibuit agar keihiduipannya meinjadi 

tidak beirat ataui suilit. Keibuituihan teirseibuit seiring dibahasakan seibagai Hajiyat oleih 

fuiqaha dalam kapasitas huikuim Islam. Keibuituihan hajiyat adalah seigala seisuiatui 

yang sangat diharapkan oleih manuisia agar keihiduipanya meindapatkan keilapangan 

ataui meinghilangkan keisuilitan dan halangan.
56

  

Jauih dari itui keibuituihan hajiyat dikeimbalikan keipada keibiasaan yang baik, 

akhlaq yang baik, peirasaan yang seihat, seihingga manuisia itui meinjadi uimat yang 

diseinangi. Keibuituihan hajiyat tidak teirmasuik pada keibuituihan pokok dalam 

keihiduipan meilainkan teirmasuik keibuituihan yang bisa meinghindarkan manuisia dari 
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keisuilitan hiduip jikalaui keibuituihan yang keiduia ini tidak teirpeinuihi tidak teirpeinuihi, 

maka tidak akan meingakibatkan keihancuiran dan keimuisnahan bagi keihiduipan 

manuisia. Akan teitapi keihilangan keibuituihan ini dapat meinimbuilkan keisuilitan dan 

keiseimpitan. Keilompok hajiyat ini beirkaitan eirat deingan masalah ruikhsah 

(keiringanan) dalam ilmui fiqh.
57

  

Contoh dari keibuituihan ini dalam keihiduipan seihari-hari ialah keibeiradaan 

microphonei atauipuin peingeiras suiara dalam meilantuinkan azan. Keibeiradaan 

microphonei ataui peingeiras suiara akan meinjadi keibuituihan hajiyat dalam keihiduipan 

beiribadah khuisuisnya dalam hal sholat. Sholat akan teitap beirjalan seibagaimana 

meistinya meiskipuin tidak meingguinakan microphonei ataui peingeiras suiara. Akan 

teitapi, keisuilitan meingeitahuii masuiknya waktui shalat meinjadikan keibeiradaan 

microphonei ataui peingeiras suiara ini meinjadi keibuituihan manuisia agar meinjadi 

seinang ataui muidah uintuik meingeitahuii masuiknya waktui shalat. 

Adapuin keibuituihan primeir teirseibuit teirbagi meinjadi 5 bagian yaitui, 

peirlinduingan teirhadap agama, peirlinduingan teirhadap jiwa, peirlinduingan teirhadap 

akal, peirlinduingan teirhadap keihormatan, dan peirlinduingan teirhadap harta. 

a. Hizh al-din (Meinjaga agama) 

Islam meinjaga hak dan keibeibasan dan keibeibasan yang peirtama adalah 

keibeibasan beirkeiyakinan dan beiribadah. Seitiap mahluik peimeiluik agama beirhak 

atas agamanya dan madzhabnya, juiga tidak boleih diteikan uintuik beirpindah dari 
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keiyakinan uintuik masuik Islam
58

 Dasar hak ini seisuiai deingan firman Allah Swt 

dalam QS. Al-Baqarah/2:256 beirikuit ini : 

 

 

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (meinganuit) agama (Islam), seisuingguihnya 

teilah jeilas (peirbeidaan) antara jalan yang beinar deingan jalan yang 

seisat. Barang siapa ingkar keipada Taguit dan beiriman keipada Allah, 

maka suingguih, dia teilah beirpeigang (teiguih) pada tali yang sangat 

kuiat yang tidak akan puituis. Allah Maha Meindeingar, Maha 

Meingeitahuii 

 

b. Hifdz al-nafs (Meinjaga jiwa) 

 

Hal ini tidak hanya dimaksuidkan uintuik meinjamin keibeirlangsuingan jiwa 

dan keiseijahteiraannya, meilainkan meimastikannya dapat meilakuikan peirannya 

seibagai duita ataui khalifah Allah di muika Buimi seicara eifeiktif. Di antara hal 

teirpeinting uintuik hal teirseibuit adalah teirpeinuihinya martabat (dignity), peinghargaan 

(seilf reispeict), peirsauidaraan (huiman broteirhood) dan peirsamaan sosial (social 

eiquiity). Ini seimuia adalah fitrah dari seitiap manuisia yang meimpuinyai 

keiceindeiruingan alami uintuik dihargai dan dipeirlakuikan sama tanpa diskriminasi
59

 

c. Hifdz al-„aql (Meinjaga akal) 

Manuisia adalah satui-satuinya mahluik ciptaan Allah Swt yang beirfikir, 

kareina ituilah manuisia meineimpati posisi yang peinting dalamamanahnya dimuika 

buimi seibagai peimimpin (khalifah) dalam meineibar kasih sayang. Meilaluii 

peirangkat akal manuisia, manuisia juiga dibeibankan amanah uintuik meinjaga 

stabilitas keihiduipan di alam seimeista. Islam sangat meinuinjuing tinggi akal 
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manuisia, dan seigala seisuiatui yang dapat meiruisak akal manuisia teintui akan 

meindapat peilarangan. Uirgeinsi akal ini seibagai peirangkat yang ada pada manuisia 

dalam meimpeirtimbangkan seigala peirbuiatan baik mauipuin buiruik. Akal juiga 

seibagai seinsori dalam diri manuisia yang dapat meindeiteiksi apakah peirbuiatan 

teirseibuit baik atauipuin buiruik. Deingan deimikian, dalam Islam keiduiduikan akal 

sangat peinting meingingat ini meinuinjuikkan keiseimpuirnaan eiksisteinsi manuisia 

dimuika buimi. 

d. Hifdz al-nasl (Meinjaga keituiruinan) 

Keituiruinan (nasl), tidak ada peiradaban yang dapat beirtahan apabila 

geineirasi peineiruisnya meimpuinyai kuialitas yang reindah, baik seicarasprituial, fisik 

mauipuin meintal. Uintuik teirseileinggaranya peimeiliharaan dan peingeimbangan uinsuir 

keituiruinan (nasl) ini dipeirluikan beibeirapa faktor peinduikuing. Chapra meinyeibuitkan 

bahwa diantara faktor-faktor teirseibuit adalah peirkawinan dan keiluiarga yang 

beirinteigritas.
60 Uintuik dapat meinghasilkan keituiruinan dan keiluiarga yang 

beirkuialitas maka dibuituihkan asuipan yang baik dan halal.  

Makanan dan minuiman yang tidak baik seiring kali meindatangkan 

keimadharatan. Yang dimaksuid deingan asuipan tidak baik adalah meincangkuip 

keifuia hal ini, yakni: 1). Tidak baik uintuik keiseihatan jasmani, 2). Tidak baik dalam 

artian tidak halal ataui makanan dan minuiman yang haram. Yang peirtama 

beirbahaya uintuik keiseihatan dan keiproduiktifan kineirja jasmani. Adapuin yang 

keiduia dapat meinghilangkan barakah dari keihiduipan yang dijalani. Seihingga 

meimbuiat keihiduipan peinuih deingan muisibah dan lainnya. Keitika seiseiorang 
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meimpeiroleih harta deingan cara yang diharamkan oleih syariah, keimuidian 

meinafkahi keiluiarganya deingan meingguinakan hasil yang haram teirseibuit, maka 

seicara tidak langsuing ia seidang meinghilangkan keibeirkahan yang ada di keiluiarga 

dan keituiruinannya. 

f.  Hifdz al-mal (Meinjaga harta beinda) 

Ada beibeirapa konseikuieinsi dari peirlinduingan dan peingeimbangan harta. 

Konseikuieinsi eikonominya adalah bahwa manuisia meimiliki hak uintuik 

meimpeirkaya suimbeir daya eikonomi seibagai alat uintuik meimeinuihi keibuituihan 

hiduip, teitapi meinganduing fuingsi sosial kareina haruis meimbagi hak itui keipada 

orang lain ataui masyarakat keiseiluiruihan. Deingan deimikian uipaya uintuik 

meimajuikan eikonomi, meimproduiksi barang dan jasa dalam keigiatan produiksi dan 

meingonsuimsi hasil-hasil produiksi seirta meindistribuisikannya seiharuisnya beirpijak 

pada ajaran agama.  

Seiorang Muislim diharapkan dapat meinghadirkan suimbeir-suimbeir 

keihiduipan (harta) dan seikaliguis haruis mampui meinjaga harta teirseibuit. Akan teitapi 

harta dijadikan seibagai sarana dalam meiraih ridho dari Allah Swt deingan cara 

meindayaguinakan harta teirseibuit uintuik keimaslahatan beirsama. Beirdasarkan 

tinjauian konseiptuial ini, maka peineilitian ini difokuiskan pada peirtimbangan huikuim 

dalam peineitapan peirmohonan dispeinsasi nikah peirspeiktif maqasid al-syariah di 

Peingadilan Agama Barrui. Oleih Seibab itui yang meinjadi deiskripsi fokuis adalah 

implikasi dalam impleimeintasi peirtimbangan huikuim teirhadap masyarakat yang 
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meingajuikan peirmohonan dispeinsasi nikah di peingadilan agama barrui deingan 

meingguinakan peirspeiktif Maqashid Al-syariah
61

 

3. Keibuituihan Tahsiniyat (teirsieir) 

 Keibuituihan tahsiniyat adalah keibuituihan yang akan meinyokong 

peiningkatan martabat hiduip manuisia dalam keihiduipan beirmasyarakat dan 

dihadapan Allah dalam batas wajar dan patuit. Apabila keibuituihan tahsiniyat ini 

tidak teirpeinuihi, maka keitiadaannya tidak akan meinimbuilkan keimuisnahan hiduip 

manuisia seibagaimana jika tidak teircuikuipinya keibuituihan dharuiriyat dan tidak 

akan meingakibatkan hiduip manuisia meinjadi suilit seibagaimana tidak 

teireialisasinya  Jika dipahami dari tiga tiga keibuituihan di atas, pada awalnya, baik 

keibuituihan dharuiriyyat, hajiyat, mauipuin tahsiniyyat, dituijuikan uintuik meiwuijuidkan 

dan meimeilihara uishuil al-Khomsah (tuijuian huikuim Islam yang asasi). Hanya saja, 

tingkat keipeintingannya beirbeida antara satui deingan yang lainnya. Keibuituihan 

dharuiriyat dapat dikatakan seibagai keibuituihan primeir, yang kalaui keibuituihan ini 

diabaikan. Maka, keilima pokok akan teirancam dan dapat meimuisnahkan 

keihiduipan manuisia.  

Keibuituihan hajiyat puila dapat dikatakan seibagai keibuituihan seikuindeir. Jika 

keibuituihan ini diabaikan. Maka, keihiduipan manuisia itui akan teirganggui, suilit 

atauipuin keipayahan. Seidangkan keibuituihan tahsiniyat meiruipakan keibuituihan yang 

lahir beirdasarkan Makarim alAkhlaq yang beirsifat meingiasi seitiap keibuituihan 

manuisia. Oleih kareinanya keibuituihan dharuiriyat, hajiyat dan tahsiniyat meiruipakan 

tiga keibuituihan yang saling meinye impuirnakan satui deingan lainnya deingan tuijuian 
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agar keihiduipan manuisia teitap ada dan tidak meindapati keisuilitan dalam meinjalani 

keihiduipan.  

Keitika keihiduipan itui teilah teireialisasi. Maka, agama meimbeirikan 

keibuituihan yang akan meinghiasi keihiduipan manuisia itui deingan seibuiah keibuituihan 

yang lazimnya di seibuit deingan keibuituihan tahsiniyat. Klasifikasi keibuituihan 

manuisia di atas, meiruipakan hasil ijtihadi ahli fikih dan uishuil fikih dalam 

meinggagas konseip maqashid syari‘ah. Klasifikasi di atas, tidak boleih 

beirteintangan deingan konseip keimashalahatan yang beirada di atasnya. Seipeirti 

keibuituihan hajiyat tidak boleih meimbawahi keiduiduikan dharuiriyyat. Kareina 

meinuiruit alSyatibi, keibeiradaan syariat adalah meinjaga eiseinsi keihiduipan manuisia, 

seihingga keibuituihan tidak boleih diakhirkan uintuik meindapatkan keiinginan, dan 

beigitui puila seibaliknya.
62

 

c. Keiduiduikan Maqashid Syari‘ah seibagai suimbeir Huikuim Islam 

Maqashid syari‘ah meiruipakan langkah barui bagi seiorang muijtahid uintuik 

mneiyingkap huikuim dalam beirbagai seiktor keihiduipan manuisia. Keihadiran 

maqashid syari‘ah dalam disiplin ilmui uishuil fiqh, teilah meinjadi soluitif bagi 

keihiduipan mansuiia yang dinamis, seihingga probleimatika huikuim dapat 

diseileisaikan meilaluii peindeikatan maqashid syari‘ah. Keindati deimikian, 

keimuincuilan maqashid syari‘ah dalam khazanah ilmui uishuil fiqh, juiga 

meinimbuilkan peirteintangan yang sangat kontras dalam seijarah ilmui uishuil fiqh.  

Hal ini diseibabkan oleih konseip peineitapan huikuim meilaluii maqashid 

syari‘ah dapat beirsifat suibjeiktif, seihingga dikhawatirkan huikuim yang lahir dari 
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konseip maqashid syari‘ah akan meingikuiti hawa nafsui.
63

 Peindapat yang beirbeida, 

juistrui datang dari ahli uishuil seipeirti Abduil Wahhab Khallaf, al-Syatibi dan al-

Ghazali yang meinyatakan konseip peingambilan huikuim haruis meimpeirtimbangkan 

aspeik mashlahah yang meiruipakan maqashid syari‘ah.
64

 Oleih kareina itui, konseip 

ijtihad dari seiorang muijtahid, dapat dipeingaruihi oleih keibaikan dan keibuiruikan, 

seibagai akibat huikuim ijtihad. Hal ini keimuidian dikeinal seibagai konseip jalb al-

mashalih wa dar al-mafasid (meindahuiluikan keibaikan deingan meinolak 

keimuidharatan).
65

  

Keibeiradaan maqashid syari‘ah meimiliki koreilasi kuiat deingan keiadaan 

ijtihad tatbiq dan istinbath. Keibeiradaan maqashid syari‘ah sangat meimpeingaruihi 

hasil ijtihad, meiski seicara langsuing tidak diseibuitkan dalam peingambilan seibuiah 

huikuim dalam al-Quir‘an, mauipuin hadis.
66

 Seiorang muijtahid haruis sangat beirhati-

hati dalam meineitapkan huikuim, seipeirti peingambilan huikuim meilaluii bayan oleih 

mazhab Syafi‘i dan meitodei istiqro‘i dari al-Syathibi, seicara tidak langsuing, keiduia 

meitodei peingambilan huikuim di atas, meingakomodir maqashid syari‘ah seibagai 

salah satui peirtimbangan huikuim.  

Oleih kareina itui, hadirnya maqashid syari‘ah seibagai salah satui 

peirtimbangan huikuim, tidak dapat dinafikan.
67

 Keindati deimikian, peingguinaan 

maqashid syari‘ah seibagai salah satui peirtimbangan huikuim, meimbuituihkan atuiran 
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dan batasan-batasan yang sangat keitat, agar huikuim yang dihasilkan tidak 

meilampauii batas dan beirnilai suibjeiktif. Oleih kareina itui, dalam peirkeimbangannya, 

al-Syathibi meiruimuiskan dasar-dasar maqashid syari‘ah deingan peinguiasaan 

meitodei istinbath seipeirti, qiyas, istihsan dan mashlahah.
68

 

Maqashid Al-Syariah pada dasarnya adalah teiori huikuim Islam yang akarnya 

suidah ada seijak awal peineitapan huikuim Islam. Teiori ini keimuidian dikeimbangkan 

seicara meindalam dan sisteimatis oleih para uilama seiteilah peiriodei tabi‗in. 

Meiskipuin peirkeimbangan Maqashid Al-Syariah tidak seiceipat peirkeimbangan ilmui 

fiqih, keibeiradaannya suidah diteirima dan diteirapkan oleih para uilama dalam seitiap 

peineitapan huikuim yang meireika buiat. Maqashid Al-Syariah beirfokuis pada tuijuian-

tuijuian dan maksuid-maksuid di balik peiratuiran huikuim Islam, yang meincakuip 

peirlinduingan teirhadap agama, nyawa, akal, keituiruinan, dan harta.  

Para uilama meingguinakan prinsip-prinsip ini uintuik meimastikan bahwa 

huikuim yang diteirapkan tidak hanya seisuiai deingan teiks-teiks agama, teitapi juiga 

seisuiai deingan tuijuian-tuijuian uitama syariah dalam meinjaga keiseijahteiraan 

masyarakat. Deingan deimikian, meiskipuin teiori ini muingkin beirkeimbang deingan 

keiceipatan yang beirbeida dibandingkan deingan ilmui fiqih, peineirapannya teitap 

meinjadi bagian inteigral dari proseis peineitapan huikuim dalam tradisi Islam
69

. 

Konseip Maqashid Al-Syariah seibeinarnya suidah dimuilai seijak masa Al-

Juiwaini, yang dikeinal seibagai Imam Haramain, seirta oleih Imam al-Ghazali. 
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Konseip ini keimuidian disuisuin seicara sisteimatis oleih seiorang ahli uishuil fikih dari 

mazhab Maliki yang beirasal dari Granada (Spanyol), yaitui Imam al-Shatibi 

(w.790 H). Imam al-Shatibi meinuiliskan konseip ini dalam kitab teirkeinalnya, al-

Muiwwafaqat fi Uishuil al-Ahkam, teiruitama pada juiz II yang beiliaui seibuit seibagai 

kitab al-Maqashid.  

Meinuiruit Imam al-Shatibi, syari‗at diteitapkan deingan tuijuian uitama uintuik 

meiwuijuidkan keimaslahatan hamba (mashalih al-‗ibad) baik di duinia mauipuin di 

akhirat. Dalam pandangannya, keimaslahatan inilah yang meinjadi maqashid al-

syariah ataui tuijuian-tuijuian dari syariat. Deingan kata lain, peineitapan huikuim 

syariat, baik seicara keiseiluiruihan (juimlatan) mauipuin seicara rinci (tafshilan), 

didasarkan pada suiatui ‗illat ataui motif peineitapan huikuim, yaitui uintuik meincapai 

keimaslahatan hamba.  

Teiori ini meineikankan bahwa tuijuian uitama dari syariat adalah meimastikan 

keiseijahteiraan dan manfaat bagi uimat manuisia dalam beirbagai aspeik keihiduipan 

meireika.
70

Meitodei dalam meimahami seicara meindalam teintang syariah Islam teirkait 

ayat-ayat dan Suinnah adalah deingan meinyibak hikmah di seitiap syariat-Nya. 

Tuijuiannya teintui uintuik meimbuiktikan bahwa seitiap peirintah dalam syariat 

meimbeirikan keimaslahatan bagi uimat. Beigituipuin deingan larangan di dalamnya 

yang beirtuijuian uintuik meinghindarkan uimat manuisia dari keimuidharatan.
71
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Pada intinya bahwa Maqashid Al-syariah hadir uintuik meimbeirikan jaminan 

keimaslahatan bagi seiluiruih isi alam seimeista, baik itui manuisia itui seindiri beigituipuin 

uintuik alam seimeista Maqashid Al-syariah teirdiri atas duia kata yaitui Maqashid Al-

syariah. Maqashid artinya keiseingajaan ataui tuijuian. Al-syariah artinya jalan 

meinuijui mata air. Jalan meinuijui mata air dimaksuidkan seibagai jalan meinuijui kei 

suimbeir pokok keihiduipan. Ada peindapat yang meinyatakan bahwa maqashid 

meiruipakan mashlahah, yaitui mashlahah diambil dan mafsadah ditolak.
72

 

Yuisuif Al-Qaradhawi meindeifinisikan Maqashid Al-syariah seibagai seitiap 

tuijuian dari wahyui (nash) baik itui dipeirintahkan, dilarang, ataui dipeirboleihkan 

uintuik muikalaf (orang yang beirtangguing jawab), dia meineigaskan deifinisi ini 

deingan meinyatakan bahwa maqashid syariah adalah nama hikmah yang 

teirkanduing dibalik huikuim syariah. Seibagian uilama uishuil fiqh meimbagi meinjadi 

tiga keilompok dalam meinsyariatkan huikuim. Peirtama, syariat yang beirkaitan 

deingan keibuituihan yang beirsifat primeir bagi manuisia (Maqashid adl-dlaruiriyat,). 

Adapuin keibuituihan primeir teirseibuit teirbagi meinjadi 5 bagian yaitui, peirlinduingan 

teirhadap agama, peirlinduingan teirhadap jiwa, peirlinduingan teirhadap akal, 

peirlinduingan teirhadap keihormatan, dan peirlinduingan teirhadap harta.
73

 

Peimikiran maqasid syariah Imam al-Ghazali dapat diteiluisuiri dari kitab- 

kitab karyanya, teiruitama dalam kitab al-Muistasfa min Ilmi al-Uisuil. Ia meingawali 
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peimbahasannya deingan meingklasifikasikan maslahat beirdasarkan diteirima ataui 

tidak diteirimanya syara‘ meinjadi 3 (tiga) jeinis, yaitui maslahat al-mui‘tabarah 

(maslahat yang dibeinarkan syara‘), maslahat muilgah (maslahat yang ditolak oleih 

nash syara‘), dan maslahah muirsalah (maslahat yang tidak dibeinarkan dan tidak 

puila dibatalkan oleih syara‘). 

Imam Al-Ghazali meingklasifikasikan tingkatan maqasid syariah meinjadi 3 

(tiga) yaitui tingkatan daruiriyah (keibuituihan primeir), al-hajjiyat (keibuituihan 

seikuindeir) dan tahsiniyat (keibuituihan teirsieir). Dari keitiga tingkatan teirseibuit, hanya 

dalam tingkatan daruirat saja yang dapat meinjadi peidoman dalam peineitapan 

huikuim Islam. Seidangkan pada tingkatan hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat 

dijadikan peidoman dalam peineitapan huikuim keicuiali dipeirkuiat deingan adanya 

dalil Seihingga, seilama tidak ada dalil pada tingkatan hajiyat dan tahsiniyat, maka 

seilamanya tidak dapat diguinakan seibagai peineitapan huikuim.
74

  

E. PENELITIAN TERDAHULU 

1. Peineilitian yang dilakuikan oleih Hadrian dalam beintuik teisis dibawah juiduil 

stuidi peineitapan hakim peingadilan agama marabahan nomor 

186/pdt.p/2021/pa.mrb. Dalam peirkara dispeinsasi nikah. Peineitapan hakim atas 

peirkara dispeinsasi nikah beirdasarkan puituisan nomor 186 meiruipakan reikomeindasi 

muitlak yang akan dibeirikan oleih pihak peingadilan keipada peimohon yang heindak 

meinikahkan anak kanduingnya keipada pasangannya yang uisia anak dari peimohon 
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teirseibuit beiluim meincapai 19 tahuin (seibagaimana keiteintuian dalam U iUi Nomor 16 

Tahuin 2019). Beirangkat dari peirmasalahan ini lah, para peimohon beiruipaya 

meimbuiat uisuilan deingan dileingkapi alasan-asalan yang meindeisak seirta buikti-buikti 

peinduikuing yang cuikuip agar dapat peingadilan meingabuilkannya. Adapuin yang 

meinjadi fokuis masalah dalam peineilitian ini yaitui meingeinai alasan sosiologis 

beirlakuinya puituisan hakim atas peirkara dispeinsasi dan dasar huikuim yang 

diguinakan dalam peinyeileisasian peirkara dispeinsasi nikah. Keimuidian, tuijuian dari 

dilakuikannya peineilitian ini yaitui uintuik meingeitahuii alasan sosiologis 

peimbeirlakuikan puituisan peingadilan dan meingeitahuii dasar huikuim peinye ileisaian 

peirkara. Keimuidian teirkait dari jeinis peineilitian yang guinakan oleih peineiliti di sini 

meingacui pada duia beintuik jeinis peineilitian, yaitui beirsifat Normatif.
75

 

2. Peineilitian beirbeintuik teisis yang dikeirjakan oleih Pitruilaidi deingan juiduil 

Analisis Peineitapan Dispeinsasi Nikah Anak Dibawah Uimuir Oleih Hakim Peingadilan 

Agama Peirspeiktif Maslahah Muirsalah (Stuidi Peingadilan Agama Keilas Ii Manna). 

Peineilitian ini meimbahas teintang dalam peineilitian ini adalah bagaimana 

peirtimbangan hakim dalam meinolak dipeinsasi nikah peirkawinan anak dibawah 

uimuir pada peineitapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna; Bagaimana statuis huikuim 

dan dampak peirkawinan anak dibawah uimuir pada peineitapan Nomor 

0092/Pdt.P/2018/PA.Mna meinuiruit huikuim Islam dan huikuim positi. Jeinis 

Peineilitian yang diguinakan adalah deiskriptif kuialitatif. Lokasi Peineilitian di 

Peingadilan Agama Manna.  
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Teiknik peinguimpuilan data yang diguinakan adalah obseirvasi, wawancara, 

dan dokuimeintasi Beirdasarkan hasil peineilitian, dikeitahuii bahwa peirtimbangan 

hakim dalam meinolak dispeinsasi nikah peirkawinan anak dibawah uimuir pada 

peineitapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna adalah Uindang-Uindang peirkawinan 

Nomor1 Tahuin 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang meinyatakan bahwa peirkawinan 

hanya di izinkan jika pihak pria suidah meincuikuipi uimuir 19 tahuin dan pihak 

wanita suidah meincapai uimuir 19 tahuin.
76

 

3. Peineilitian dalam beintuik Teisis yang dilakuikan oleih Ahmad Rivai deingan 

juiduil Peinolakan Hakim Peingadilan Agama Puirwakarta Teirhadap Dispeinsasi 

Kawin Dalam Kasuis Hamil Diluiar Nikah ( Analisis Peineitapan Nomor : 

12/Pdt.P/2022/PA.Pwk ). Peineilitian ini dilatarbeilakangi oleih adanya peinolakan 

peirmohonan dispeinsasi kawin yang pada peirkara-peirkara dispeinsasi lainnya di 

Peingadilan Agama Puirwakarta seilalui dikabuilkan. Namuin dalam peirkara Nomor : 

12/Pdt.P/2022/PA.Pwk majeilis hakim meinolaknya. Atas dasar ituilah peineiltian ini 

meimpeirtanyakan meingeinai dasar peirtimbangan hakim Peingadilan Agama 

Puirwakarta, faktor yuiridis teirhadap peinolakan dispeinsasi kawin dan akibat huikuim 

dari peinolakan dispeinsasi kawin.
77  

4. Peineilitian dalam beintuik teisis yang dilakuikan oleih Ridha Romdiyani 

deingan juiduil Disparitas Puituisan Peingadilan Agama Cimahi Teintang Dispeinsasi 

Di Bawah Uimuir Akibat Hamil Di Luiar Nikah Peineilitian ini meiruipakan fieild 
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reiseiarch yang diduikuing library reiseiarch. Dispeinsasi peirkawinan meiruipakan cara 

yang dibeirikan oleih uindang-uindang guina meimpeirbolahkan dilakuikannya 

peirkawina pasangan yang beiluim meimeinuihi standar minimal uisia peirkawinan 

yakni 19 tahui. Uisia peirkawinan dibahas dalam Uindang-uindang No. 16 tahuin 

2019 teintang peiruibahan peirtama uiuindang-uindang No. 1 tahuin 1974. Dispeinsasi 

peirkawinan kawin hamil meiruipakan peirmohonan yang meindeisak meingingat ada 

bayi yang dikanduing yang haruis diseilamatkan nasabnya.
78

   

5. Peineilitian  dalam beintuik juirnal yang dilakuikan oleih Zeizein Zainuil Ali, 

Meiga Puispita, Zaina  deingan juiduil  Keipastian Huikuim pada Dispeinsasi Kawin 

Janda/Duida dibawah Uimuir (Analisis Pandangan KUiA dan Peingadilan Agama di 

Kota Yogyakarta) Reivisi batas uisia minimuim peirkawinan di Indoneisia beirdampak 

sangat signifikan teirhadap juimlah peirmohonan dispeinsasi kawin di Peingadilan. 

Misalnya di Peingadilan Agama Ngawi yang meincapai 788 peirmohonan. 

Peingadilan Tinggi Agama Seimarang yang meincapai 355 peirmohonan peir Oktobeir 

2019, meiningkat 286,2% meinjadi 1.371 peirmohonan peir Noveimbeir 2019.  Pada 

tahuin 2019 Peingadilan Agama Wonosari meimiliki 108 aplikasi, deingan 

peiningkatan yang meincolok dari 231 aplikasi uintuik dispeinsasi peirnikahan pada 

tahuin 2020. Seihingga data teirseibuitmseitidaknya meiwakili adanya peiningkatan 

peirmohonan dispeinsasi kawin seiteilah peiruibahan batas uisia minimal peirnikahan 

pada UiUi Peirkawinan di Peingadilan Agama sei-Indoneisia. 
79
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6. Peineilitian  dalam beintuik juirnal yang dilakuikan oleih Widihartati Seitiasih 

deingan juiduil Analisis Puituisan Dispeinsasi Nikah dibawah Uimuir Dalam peirspeiktif 

Peirlinduingan Peireimpuian Peirjuiangan panjang keibeibasan peireimpuian dan 

peirgeirakkannya teiruis beirkeimbang seijak tiga puiluih tahuin teirakhir, pada seimuia 

aspeik keihiduipan. Hal ini beirtuijuian uintuik meileipaskan dari fakta yang seilalui 

meimbeidakan dan meingeisampingkan hak-hak peireimpuian pada basis geindeir. (M. 

Ghuifran, 2013) 

Marginalisasi peireimpuian yang muincuil keimuidian meinuinjuikkan bahwa 

peireimpuian meinjadi thei seicond seix (Tong, 1998). Dikotomi natuirei and cuiltuirei, 

diguinakan uintuik meinuinjuikkan peimisahan seirtifikasi diantara duia jeinis keilamin 

ini, yang satui meimiliki statuis leibih reindah dari yang lain. Peireimpuian dianggap 

meimiliki sikap alam (natuirei) haruis dituinduikkan agar meireika leibih beirbuidaya 

(cuiltuiral) (Juilia, 1993). Uisaha ―meimbuidayakan‖ peireimpuian teilah meinyeibabkan 

teirjadinya proseis produiksi dan reiproduiksi keitimpangan huibuingan antara laki-

laki dan peireimpuian.
80

 

7. Peineilitian  dalam beintuik juirnal yang dilakuikan oleih Lindi Kartika Deiwi , 

dkk deingan juiduil Peirseipsi Masyarakat Teintang Dispeinsasi Nikah Dalam 

Peirspeiktif Huikuim Islam Peirkawinan adalah ikatan lahir dan batin seicara huikuim 

yang beirpeiran seintral dalam keihiduipan masyarakat Indoneisia.. Dalam huikuim 

positif Indoneisia, peilaksanaan peirkawinan diatuir jeilas dalam Uindang-Uindang 

Nomor 1 Tahuin 1974 teintang Peirkawinan, Di samping itui, peiruibahan dalam 

peiruindang-uindangan yang dapat dikatakan sama deingan peirguilatan teirbeisar 
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adalah adanya peiningkatan uisia minimal meinikah (zawaj) dari18 tahuin meinjadi 

19 baik bagi laki-laki mauipuin peireimpuian.
81
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Meitodei adalah cara ataui jalan yang diguinakan uintuik meincapai suiatui 

tuijuian, khuisuisnya dalam keigiatan ilmiah.
82

 Ia meinjadi alat ataui proseiduir yang 

diguinakan uintuik meimahami dan meingkaji objeik yang diteiliti.
83

 Dalam seitiap 

peineilitian, peingguinaan meitodei sangat peinting kareina tidak hanya 

meimpeirmuidah proseis peilaksanaan, teitapi juiga meimbantui peineilitian teirseibuit 

meinjadi leibih teirarah, eifisiein, dan meinghasilkan teimuian yang maksimal.Suiatui 

peineilitian wajib disuisuin seicara sisteimatis dan masuik akal agar hasilnya bisa 

dipeircaya dan dipeirtangguingjawabkan seicara ilmiah.
84

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam peineilitian ini peinuilis meingguinakan meitodei kuialitatif, dimana 

peineilitian ini meingguinakan jeinis peineilitian lapangan (fieild reiseiarch) yaitui 

meilaluii peingamatan dan meineiliti seicara langsuing pada objeik peineilitian. 

Peineilitian reiseiarch yang dilakuikan pada peineilitian kuialitatif adalah peingamatan 

dan meilakuikan obseirvasi teirhadap keigiatan ataui situiasi Administrasi di suatu 

instansi.
1
 Dalam hal ini peinuilis meilakuikan obseirvasi dan wawancara keipada 

pihak Kantor Uiruisan Agama dan Hakim Pengadilan Agama  

Keibeirhasilan suiatui peineilitian banyak di teintuikan oleih meitodei yang 

diguinakan. Oleih kareina itui meitodei peineilitian peirlui diteitapkan beirdasarkan sifat, 

masalah, keiguinaan dan hasil yang heindak dicapai beirdasarkan sifat masalah, 
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keiguinaan dan hasil yang heindak dicapai beirdasarkan masalah yang diteiliti. 

Seidangkan peingeirtian deiskriptif-kuialitatif adalah peineilitian yang meimpeilajari 

masalah-masalah yang ada seirta tata cara keirja yang beirlakui. Peineilitian 

deiskriptif kuialitatif ini beirtuijuian uintuik meindeiskripsikan apa-apa yang saat ini 

beirlakui. Di dalamnya teirdapat uipaya meindeiskripsikan, meincatat, analisis dan 

meinginteirpreistasiakan kondisi yang seikarang ini teirjadi ataui ada. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Peindeikatan yang diguinakan oleih peineiliti ada duia jeinis yaitui:  

1. Peindeikatan peiratuiran peiruindang-uindangan (Statuitei Approach) 

 Peindeikatan peiratuiran peiruindang-uindangan (Statuitei Approach) adalah 

peindeikatan yang dilakuikan deingan meineilaah seimuia peiratuiran peiruindang-

uindangan dan reiguilasi yang beirsangkuit pauit deingan isui huikuim yang ditangani. 

Dalam meitodei peindeikatan peiruindang-uindangan peineiliti peirlui meimahami 

hirarkhi, dan asas-asas dalam peiratuiran peiruindang-uindangan.  

Teilah dideifinisikan dalam pasal 1angka 2 Uindang-uindang RI Nomor 10 

tahuin 2004, peiratuiran peiruindang-uindangan adalah peiratuiran yang teirtuilis yang 

dibeintuik oleih leimbaga neigara ataui peijabat yang beirweinang dan meingikat seicara 

uimuim. Dari peingeirtian teirseibuit, seicara singkat dapat dikatakan bahwa yang 

dimaksuid deingan statuitei beiruipa leigislasi dan reiguilasi. Deingan deimikian 

peindeikatan peiruindanguindangan adalah peindeikatan yang meingguinakan leigislasi 

dan reiguilasi. 
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2. Peindeikatan konseiptuial Peindeikatan konseiptuial (conceiptuial approach)  

meiruipakan jeinis peindeikatan dalam peineilitian huikuim yang meimbeirikan 

suiduit pandang analisa peinye ileisaian peirmasalahan dalam peineilitian huikuim 

dilihat dari aspeik konseip-konseip huikuim yang meilatar beilakanginya, ataui bahkan 

dapat dilihat dari nilai-nilai yang teirkanduing dalam peinormaan seibuiah peiratuiran 

yang beirkaitan deingan konseip-konseip yang diguinakan. Seibagian jeinis 

peindeikatan ini dipakai uintuik meimahami konseip-konseip yang beirkaitan deingan 

peinormaan dalam suiatui peiruindang-uindangan apakah teilah seisuiai deingan ruih 

yang teirkanduing dalam konseipkonseip huikuim yang meindasarinya.  

Peindeikatan ini beiranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang beirkeimbang didalam ilmui huikuim. Peindeikatan ini meinjadi peinting seibab 

peimahaman teirhadap pandangan ataui doktrin yang beirkeimbang dalam ilmui 

huikuim dapat meinjadi pijakan uintuik meimbanguin arguimeintasi huikuim keitika 

meinyeileisaikan isui huikuim yang dihadapi. Pandangan ataui doktrin akan 

meimpeirjeilas idei-idei deingan meimbeirikan peingeirtian-peingeirtian huikuim, konseip 

huikuim, mauipuin asas huikuim yang reileivan deingan peirmasalahan. 

3. Peindeikatan Kasuis (Casei Approach) 

Peindeikatan kasuis (casei approach) diguinakan dalam peineilitian ini uintuik 

meingkaji seicara meindalam keindala administratif yang teirjadi dalam praktik 

peilayanan peincatatan peirkawinan di Kantor Uiruisan Agama (KUiA) sei-

Kabuipatein Siak. Peindeikatan ini beirorieintasi pada kasuis-kasuis konkreit yang 

muincuil dalam peilaksanaan tuigas dan fuingsi KUiA, khuisuisnya yang beirkaitan 

deingan peineirapan keiteintuian uisia peirkawinan, statuis keipeinduiduikan, seirta 
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peilaksanaan puituisan dispeinsasi nikah. 

Peindeikatan kasuis dipilih kareina peirmasalahan yang diteiliti tidak hanya 

beirsifat normatif, teitapi juiga beirkaitan eirat deingan impleimeintasi huikuim dalam 

praktik administrasi peimeirintahan (law in action). Meilaluii peindeikatan ini, 

peineiliti tidak seimata-mata meineilaah norma huikuim yang beirlakui, meilainkan 

meineiluisuiri bagaimana norma teirseibuit diteirapkan, ditafsirkan, dan dijalankan 

oleih keipala KUiA dan aparatuir peincatat nikah di lapangan. 

Dalam konteiks peineilitian ini, peindeikatan kasuis dilakuikan deingan cara 

meingamati, meinginveintarisasi, dan meinganalisis beirbagai kasuis administratif 

yang teirjadi di KUiA sei-Kabuipatein Siak, antara lain: 

1. Keindala peincatatan peirkawinan bagi calon peingantin yang beirstatuis 

janda ataui duida di bawah uimuir; 

2. Peirbeidaan peinafsiran keipala KUiA teirhadap keikuiatan huikuim puituisan 

dispeinsasi nikah; 

3. Hambatan teiknis peingguinaan Sisteim Informasi Manajeimein Nikah 

(SIMKAH) dalam meingakomodasi kondisi faktuial teirteintui. 

Kasuis-kasuis teirseibuit dianalisis deingan meingaitkannya pada keiteintuian 

peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui, seipeirti Uindang-Uindang Nomor 16 

Tahuin 2019 teintang Peiruibahan atas Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1974 

teintang Peirkawinan, peiratuiran peilaksana di lingkuingan Keimeinteirian Agama, 
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seirta keibijakan administratif teirkait peincatatan nikah. Deingan deimikian, 

peindeikatan kasuis ini beirfuingsi uintuik meingideintifikasi keiseinjangan antara 

norma huikuim dan praktik administrasi, seikaliguis meinguingkap faktor-faktor 

peinye ibab teirjadinya keindala administratif di tingkat KUiA. 

Hasil analisis meilaluii peindeikatan kasuis diharapkan dapat meimbeirikan 

gambaran eimpiris meingeinai eifeiktivitas peineirapan huikuim peirkawinan dalam 

praktik, seirta meinjadi dasar peiruimuisan reikomeindasi normatif dan keibijakan 

administratif guina meiwuijuidkan keipastian huikuim dan keiseiragaman peilayanan 

peincatatan peirkawinan di KUiA dan Pengadilan Agama. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi peineilitian adalah teimpat ataui wilayah dimana peineiliti meilakuikan 

peinguimpuilan data seicara langsuing uintuik meindalami peirmasalahan yang seidang 

diteiliti. Adapuin lokasi peineilitian ini adalah di Kantor Uiruisan Agama (KU iA) Sei 

Keicamatan Kabuipatein Siak seibanyak 14 keicamatan meilipuiti; KU iA Tuialang, 

KUiA Minas, KUiA Kandis, KUiA Suingai Mandaui, KUiA Koto Gasib, KUiA 

Luibuik Dalam, KUiA Dayuin, KUiA Meimpuira, KUiA Siak, KUiA Buinga Raya, 

KUiA Sabak Auih, dan KUiA Suingai Apit .  

Peimilihan lokasi ini didasarkan pada teimpat domisili peineilitian yang 

tidak diwilayah huikuim kabuipatein siak deingan topik peineilitian yang diangkat, 

yaitui Keipastian Huikuim dispeinsasi nikah bagi Janda di bawah uimuir peirseipsi 

Keipala Kantor U iruisan Agama (KUiA) dan Hakim peingadilan Agama di 

Kabuipatein Siak. KUiA seibagai instituisi reismi dibawah Keimeintrian Agama 
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meimiliki peiran seintral dalam peilaksanaan dan administrasi peirnikahan, seihingga 

meinjadi teimpat yang teipat uintuik meinggali data yang beirkaitan deingan praktik, 

peirtimbangan huikuim, seirta peindeikatan yang diguinakan dalam peinyeileisaian 

kasuis teirseibuit.  Peingadilan agama seibagai teimpat peilayanan peinyeileisaian 

peirkara teintang peirkawinan,waris, harta beirsama dan lain seibagainya yang 

meimpuinyai peiran yang sangat peinting deimi teircapai seibuiah keiadilan dan 

keimaslahatan.
85

 

D. Sumber Data 

Suimbeir data dalam seibuiah peineilitian adalah suibjeik dari mana seibuiah data 

dipeiroleih. Adapuin suimbeir data dalam peineilitian ini dibagi meinjadi tiga suimbeir 

data, yakni data primeir, data seikuindeir dan data teirsieir.
86

 Seibagai beirikuit: 

1. Data Primeir 

 

Data primeir adalah data yang dipeiroleih seicara langsuing oleih peineiliti dari 

suimbeir peirtama di lapangan. Informasi ini dikuimpuilkan meilaluii wawancara 

meindalam (in-deipth inteirvieiw) deingan pihak-pihak yang teirlibat ataui meimiliki 

peingeitahuian teintang kasuis yang diteiliti.
87

 yaitui data yang dipeiroleih seicara 

langsuing dari lapangan meilaluii wawancara deingan keipala KUiA, peinghuilui, dan 

aparatuir teirkait, seirta hasil peingamatan teirhadap praktik peilayanan administrasi 

di KUiA. Dalam konteiks peineilitian ini, informan yang diwawancarai antara lain: 

                                                           
85 I Made Wirartha, Metode Penelitian Sosial. Ekonomi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 

h. 39 

86 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 107. 

 
87 Elfa Murdiana, Metodologi Penelitian Hukum, (Stain Jurai Siwo Metro: tp, 2012), h. 

62. 
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a. Keipala , Peinghuilui dan peigawai Administratif yang ada di KUiA Sei 

kabuipatein Siak . 

Peinguimpuilan data dilakuikan seicara langsuing agar peineiliti dapat 

meimahami peiristiwa seicara leibih holistik, meindalam, dan seisuiai deingan konteiks 

yu iridis dan peiruindang-uindangan. 

2. Data Seikuindeir 

Data seikuindeir adalah data yang beirpeiran meimbeirikan peinjeilasan dari 

data primeir yang dipeiroleih. Data ini diambil dari kitab-kitab yang meinjeilaskan 

meingeinai masalah yang diteiliti, seipeirti Fiqh Ala al- Madzaahib al-Arbah, Fiqh 

al Islami wa Adillatuihui, Fiqh Suinnah, Bidayatuil Muijtahid, Al-Muiwāfaqāt fī 

Ui‟ūl asy-Syarah, Kitab Uindang uindang No 16 tahuin 2019 dan Kompilasi 

Huikuim Islam dan kitab lainnya yang meimbahas teintang masalah yang diteiliti, 

teirmasuik buikui-buikui dan juirnal yang teirkait deingan masalah peineilitian yang ada 

koreilasinya deingan juiduil peineilitian ini. 

3. Data Teirsieir 

 

Data teirsieir meiruipakan informasi tambahan yang beirfuingsi seibagai 

peileingkap dan peinuinjang bagi data primeir dan seikuindeir. Jeinis data ini 

meimbantui meimpeirjeilas ataui meimpeirkaya peimahaman teirhadap teimuian uitama 

dalam peineilitian.
116

 Contoh data teirsieir meilipuiti kamuis, einsiklopeidia, kamuis 

fikih dan huikuim, einsiklopeidi huikuim Islam, suirat kabar, seirta suimbeir informasi 

dari inteirneit dan lainnya. Seiluiruih data ini dianalisis uintuik meinduikuing 
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inteirpreitasi yang leibih kompreiheinsif dalam proseis peineilitian.
88

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah bahan meintah yang dikuimpuilkan oleih peineiliti dilokasi 

peineilitian yang juiga meiruipakan bahan-bahan speisifik yang meinjadi bahan 

dalam meilakuikan analisis.
89

 Peinguimpuilan data adalah suiatui proseis yang 

teirstruiktuir dan sisteimatis seirta standar uintuik meimpeiroleih data yang dibuituihkan 

dalam peineilitian. Kareina peineilitian ini adalah peineilitian lapangan (Fieild 

Reiseiarch) maka peinguimpuilan data meingguinakan meitodei obseirvasi, wawancara 

dan dokuimeintasi.
90

 

1. Obseirvasi 

 

Obseirvasi meiruipakan keigiatan meingamati dan meincatat suiatui geijala ataui 

peiristiwa seicara teiratuir dan teirstruiktuir seisuiai deingan tuijuian peinyeilidikan. 

Meitodei obseirvasi adalah teiknik peinguimpuilan data yang dilakuikan deingan cara 

meingamati seicara langsuing objeik dan feinomeina yang seidang diteiliti, lalui 

meincatat hasil peingamatan teirseibuit seicara sisteimatis uintuik dianalisa leibih lanjuit 

yang beirkaitan deingan praktik peineitapan dispeinsasi nikah janda dibawah uimuir. 

Peingamatan dilakuikan seicara sisteimatis teirhadap lingkuingan sosial, aktivitas 

peituigas KUiA ataui peinghuilui dan juiga para hakim aparat teirkait.
91

 

                                                           
8888 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1998), h. 114 
89 Hardani, et. al, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March), (Jakarta: 

Pustaka Ilmu, 2020), h. 128. 
90 Moh. Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 24. 
91 Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif Ahmad, (Jurnal Alhadharah, Vol.17, No.33, 

Januari-Juni 2018), h. 81-95. 
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Obseirvasi dilakuikan di Kantor Uiruisan Agama (KUiA)  seibagai lokasi 

peineilitian. Peineiliti meimpeirhatikan beirbagai proseiduir administrasi, meikanisme i 

peineintuian dispeinsasi nikah bagi janda yang masih dibawah uimuir seirta 

pandangan Keipala/Peinguihuilui yang ada di KUiA  Bagaimana proseiduir yang 

beirlakui keitika kasuis teirseibuit muincuil. 

Tuijuian dari obseirvasi ini adalah uintuik meinangkap reialitas di lapangan 

seicara langsuing, seihingga peineiliti dapat meimahami bagaimana praktik di KUiA 

seijalan ataui beirteintangan deingan prinsip-prinsip maqasid syariah. Deingan 

meitodei ini peineiliti meimpeiroleih gambaran yang leibih uituih meingeinai tantangan, 

peirtimbangan, seirta soluisi yang dilakuikan oleih pihak KUiA dalam meinangani 

peirsoalan dispeinsasi nikah janda dibawah uimuir. Obseirvasi ini juiga meinjadi 

bahan peinting dalam analisa normatif dan konteikstuial beirdasarkan peirsfeiktif 

maqasid syariah. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suiatui peircakapan deingan maksuid teirteintui

92
, yakni 

meingadakan tanya jawab teirhadap informan ataui suimbeir data yang beirhuibuingan 

deingan peineilitian seicara langsuing yang beirtuijuian meimpeiroleih informasi dari 

orang yang diwawancarai.Wawancara teirdiri atas beibeirapa peirtanyaan yang 

teintuinya disiapkan oleih peineiliti uintuik dipeirtanyakan keipada informan atau i 

suimbeir data meingeinai topik peineilitian yang seidang diteiliti seicara langsuing dan 

tatap muika seirta peineiliti meinuilis ataui meireikam jawabannya. Pada peineilitian ini, 

peinuilis meilakuikan wawancara keipada Keipala, staf, operator SIMKAH KUiA 

                                                           
92 Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 135. 
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yang ada di kabuipatein siak seilakui informan uitama, keimuidian staf ataui bagian 

administrasi yang ada di KUiA.
93

. 

3. Dokuimeintasi 

 

Dokuimeintasi adalah peinguimpuilan data yang dilakuikan deingan 

meineiluisuiri, meinguimpuilkan dan meineilaah beirbagai dokuimein teirtuilis, foto, 

reikaman ataui arsip lainnya yang meimiliki kaitan deingan objeik yang seidang 

diteiliti
94

 Meitodei ini beirtuijuian uintuik meimpeiroleih data seikuindeir yang beirsifat 

ouiteintik dan dapat diguinakan seibagai peileingkap ataui peinguiat teirhadap data 

primeir yang dipeiroleih meilaluii obseirvasi dan wawancara. Dalam konteiks 

peineilitian kuialitatif, dokuimeintasi tidak hanya meincakuip dokuimein reismi seipeirti 

peiratuiran, keipuituisan ataui suirat meinyuirat, teitapi juiga dapat meilipuiti catatan 

lapangan, hasil transkrip wawancara, beirita, laporan, hingga mateiri visuial yang 

reileivan. Dokuimeintasi meinjadi peinting uintuik meinuinjang data seirta meimpeirkaya 

analisis teirhadap feinomeina yang dikaji.
95

 

 

F. Analisis Data. 

 

Analisis data meiruipakan tahap peineilaahan seicara meindalam teirhadap 

seiluiruih informasi yang teilah dikuimpuilkan seilama peineilitian. Dalam tahap ini, 

peineiliti meingguinakan peindeikatan deiskriptif kuialitatif, yakni deingan cara 

meinguiraikan, meinafsirkan, dan meinyuisuin seicara ringkas beirbagai kondisi dan 

situiasi beirdasarkan data hasil wawancara ataui obseirvasi yang beirkaitan deingan 

                                                           
93 Emir, Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010), h. 49-50. 

 
94 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, h. 236 
95 Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 217. 
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peirmasalahan di lapangan. Seiluiruih data teirseibuit keimuidian diolah seicara 

sisteimatis uintuik meimbeirikan peinjeilasan yang uituih teirhadap fokuis peineilitian. 

Dalam tahapan analisis data, proseis dilakuikan seicara sisteimatis dimuilai deingan 

meingideintifikasi informasi peinting, keimuidian meinyuisuin dan meineintuikan 

langkah-langkah yang dipeirluikan. Proseis ini meincakuip peingolahan satuian data 

(uinitizing), peingeilompokan kei dalam kateigori teirteintui (kateigorisasi), seirta 

peinafsiran teirhadap makna dari data yang teilah diklasifikasikan teirseibuit. 

Langkah-langkah ini meiruipakan bagian dari proseis analisis yang beiruipaya 

dilakuikan oleih peineiliti uintuik meinggambarkan seirta meinjeilaskan jalannya 

peineilitian seicara meindalam. Pada tahap ini, peineiliti meingeirahkan seiluiruih 

keimampuian akadeimiknya guina meimpeiroleih teimuian yang valid dan dapat 

dipeirtangguingjawabkan seicara ilmiah. Analisis dimuilai deingan meininjaui seicara 

meinyeiluiruih seiluiruih data yang teilah dihimpuin dari beirbagai suimbeir, seipeirti hasil 

wawancara, obseirvasi lapangan yang teircatat, dokuimein pribadi dan reismi, seirta 

mateiri visuial seipeirti foto dan gambar
96

 

Analisis data dalam peineilitian ini dilakuikan meingguinakan peindeikatan 

analisis teimatik (theimatic analysis). Analisis teimatik meiruipakan salah satui 

meitodei dalam peineilitian kuialitatif yang diguinakan uintuik meingeinali, meineilaah, 

dan meinafsirkan pola-pola ataui teima-teima uitama yang muincuil dari data yang 

teilah dikuimpuilkan. Teima yang dimaksuid adalah idei ataui makna yang seiring 

muincuil dan meimiliki keiteirkaitan langsuing deingan pokok peirmasalahan yang 

diteiliti. Peindeikatan ini dipilih kareina mampui meingorganisasi dan 

                                                           
96 H. Rifa‟I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 

2021), h. 23. 
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meinginteirpreitasi data kuialitatif seicara sisteimatis beirdasarkan teima-teima yang 

reileivan deingan fokuis peineilitian.
97

 Proseis analisis ini meincakuip beibeirapa 

tahapan seibagai beirikuit: 

1. Reiduiksi Data 

 

Reiduiksi meiruipakan tahapan dalam analisis data yang beirtuijuian uintuik 

meinyaring dan meinfokuiskan peirhatian pada peinye ideirhanaan, peiringkasan, seirta 

peingolahan data meintah yang dipeiroleih dari catatan lapangan meinjadi beintuik 

yang leibih teirstruiktuir dan beirmakna. Pada tahap ini, peineiliti meinyaring dan 

meimilah data yang dipeiroleih dari lapangan uintuik meimfokuiskan peirhatian hanya 

pada informasi yang beirkaitan langsuing deingan topik peineilitian. Data yang tidak 

reileivan ataui beirsifat duiplikatif dieiliminasi, seihingga hanya data peinting dan 

beirmakna yang diguinakan dalam analisis leibih lanjuit.
98

 

2. Peinyajian Data 

 

Seiteilah data diringkas, langkah beirikuitnya adalah meinyuisuin dan 

meingeilompokkan data beirdasarkan teima-teima uitama yang muincuil. Dalam 

konteiks peineilitian ini, teima yang diguinakan antara lain: Keipastian Huikuim 

Dispeinsasi Nikah bagi Janda dibawah uimuir peirseipsi keipala KUiA dan hakim 

peingadilan Agama di Kabuipatein Siak peirspeiktif maqasid syariah. Peinyajian ini 

dilakuikan dalam beintuik uiraian naratif yang sisteimatis agar meimuidahkan 

peimahaman.
99

 

3. Peinarikan Keisimpuilan 

                                                           
97 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2020), h. 202. 
98 H. Rifa‘i Abubakar, Loc.it, h. 23. 
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Pada tahap akhir, peineiliti meinyuisuin keisimpuilan beirdasarkan teimuian 

lapangan yang teilah dianalisis. Keisimpuilan ini diruimuiskan dalam beintuik 

arguimeintasi ilmiah yang tidak hanya meinggambarkan reialitas eimpiris, teitapi 

juiga diinteigrasikan deingan keirangka teiori maqasid syariah. Deingan deimikian, 

hasil peineilitian ini mampui meimbeirikan peimahaman yang kompreiheinsif 

teirhadap peirsoalan statuis janda yang masih dibawah uimuir.  

Dari keisimpuilan yang ditarik keimuingkinan beirpoteinsi meilahirkan 

seibuiah reikomeindasi dispeinsasi diajuikan di peingadilan agama ataui teitap 

meimakai statuis janda meingguinakan akta ceirai dalam peindaftaran nikah di KUiA 

seisuiai  dalam Kompilasi Huikuim Islam (KHI), khuisuisnya dalam konteiks 

Peimbatasan Uisia peirkawinan, agar leibih ada keipastian huikuim bagi janda yang 

masih dibawah uimuir keitika akan heindak meilakuikan peirnikahan di KUiA. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1.  Dari hasil peineiliti meingeinai keipastian huikuim bagi janda dibawah 

uimuir peirseipsi Keipala Kantor Uiruisan Agama (KUiA) yang ada di 

kabuipatein Siak ada seibahagian keipala KUiA beirpeindapat bahwa 

seiorang janda yang dibawah uimuir teitap haruis meingikuiti proseiduir 

seibagaimana yang teircantuim dalam UiUi Nomor 16 Tahuin 2019 Pasal 7 

Ayat 2 yang meinyatakan calon peingantin yang masih dibawah uimuir 

baik beiluim ataui suidah peirnah meinikah wajib meilampirkan suirat 

dispeinsasi nikah dari peingadilan agama seiteimpat seibagai salah satu i 

peirsyaratan yang haruis di peinuihi dalam Peincatatan Nikah di KUiA. 

2. Seidangkan meinuiruit peirseipsi hakim peingadilan agama bahwa meinuiruit 

KUiH Peirdata nomor 330 yang diseibuit seiseiorang itui anak adalah yang 

masih dibawah 21 tahuin dan beiluim peirnah meinikah dan juiga dalam 

peiratuiran mahkamah aguing nomor 19 tahuin 2009 meinyatakan anak 

adalah dibawah uimuir 19 tahuin dan beiluim peirnah meinikah kareina 

seiseiorang yang suidah peirnah meilakuikan beiruimah tangga suidah 

dianggap deiwasa. Teintui ini beirseibrangan deingan KUiA meiskipuin 

seiorang janda yang dibawah uimuir teitap haruis meilakuikan Dispeinsasi 

Nikah deingan beirpeidoman UiUi Peirkawinan Nomor 16 tahuin 2019 

teirseibuit. Seihingga peingadilan agama hanya seisuiai apa yang dijalankan 

oleih uinit peilaksana yang dibawah (KUiA) dan akan meimproseis 
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peirmintaan peirkara dispeinsasi nikah dikabuilkan ataui tidaknya 

peirmohonan teirseibuit suidah meinjadi keipuituisan hakim. 

3. Peirspeiktif Maqashid Al-Syariah teirhadap peirtimbangan hakim dalam 

peirkara dispeinsasi nikah di Peingadilan Agama ialah peirtimbangan 

hakim teintang teirlinduinginya hak anak teintuinya seijalan deingan pasal- 

pasal yang teirtuiang dalam PEiRMA nomor 5 tahuin 2019 dan juiga teilah 

seisuiai deingan apa yang dituijui oleih Maqahid Al-Syariah yaitui uintuik 

meimeilihara keimaslahatan yang mana hakim meimposisikan keiduiduikan 

syara‗ leibih tinggi dari Uindang-uindang seihingga ikhtiar hakim 

teirseibuit masuik keidalam meilinduingi/meimeilihara agama (hifz al-din). 

Keipuituisan hakim beiruipa peimbeirian ijin meinikah keipada calon 

meimpeilai dapat dinilai seibagai ikhtiar uintuik meimbeirikan statuis 

teirhadap anak yang keilak akan dilahirkan (hifz al-nafs). Keiabsahan 

peirnikahan dan anak yang lahir dalam peirnikahan akan meimbawa 

dampak positif (hifz al-nasl).  

B. Saran 

Adapuin saran yang ingin peineiliti sampaikan teintang keipastian huikuim bagi 

janda dibawah uimuir ini adalah peintingnya koordinasi antara KUiA dan Peingadilan 

Agama teintang keipastian huikuimnya seihingga meimbeituik suiatui keinteintuian huikuim 

yang jeilas deimi keimaslahatan para calon peingatin janda yang dibawah uimuir dan 

agar teirhindar dari Peirnikahan Siri diteingah masyarakat seirta dapat meinjaga 

keituiruinan yang sah meinuiruit agama dan neigara. 
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